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ABSTRAK 
Nama               : Ahmad 
Nim                  : 50500111051 
Judul skripsi   : Peran Media Harian Bima Ekspress (Bimeks) Dalam 
Mengawal Pilkada kabupaten Bima 2015. 
 Pembahasan dalam skripsi ini tentang peran media dalam pilkada 
kabupaten Bima pada harian Bima ekspress. Untuk membahas hal tersebut 
disusun beberapa rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana peran media dalam 
mengawal pilkada kabupaten Bima 2015. 2) bagaimana independensi media 
dalam menyajikan berita pilkada kabupaten Bima pada harian Bima ekspress 
2015. 
Dalam pembahasan masalah tersebut digunakan tiga metode yaitu: 1) 
metode pengumpulan data. a) library research, yaitu proses pengumpulan data 
dari berbagai literatur yang relevan dengan orientasi penelitian. b) observasi, yaitu 
proses pengamatan (analisis) terhadap data atau teks-teks media (surat kabar) 
yang mengangkat topik seputar pilkada kabupaten Bima periode 2015. c) 
dokumentasi yakni pengumpulan data-data penelitian berupa arsip atau dokumen 
resmi kelembagaan, yang membahas profil, sejarah, dan hasil riset yang 
bersumber dari media tersebur atau dari institusi lainnya. 2) metode 
pengungkapan pola pikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisi sasaran, 
atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan 
dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika 3) untuk 
menganalisis data observasi, peneliti mengumpulkan data dilapangan mengenai 
hasil pilkada. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) peran media harian Bima ekspress 
lebih banyak membahas berita politik yang tidak akan memihak kepada pihak 
pasangan calon manapun. Dalam artian tidak memihak sebelah tehadap keempat 
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima. 2) peran wartawan politik Harian 
Bima Ekspress lebih Membangun Independensi melalui pemberitaan agar terlihat 
lebih jelas kepada pihak publik bahwa tidak memihak kepada salah satu kandidat, 
peran dan fungsi media dalam mengawal demokrasi. Ini sudah menjadi atau bisa 
dikatakan media sebagai pilar keemptar dinegara demokrasi karena media cetak 
harian Bima ekspress sudah mengabdikan dirinya kepada publik. 
Implikasi penelitian lebih mengarah kepada kinerja jurnalistik yang paham 
akan tanggung jawab terhadap perannya masing-masing dengan memperhatikan 
kode etik dan UU kebebasan Pers, saran bagi media harian Bima ekspress agar 
bisa mempertahankan eksistensinya dan seorang pemimpin bisa menjaga 
independensi medianya, sementara untuk peneliti selanjutnya agar lebih mampu 
lagi membandingkan peran media lain dan harian Bima ekspress. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu “rute” menuju 
demokrasi. Demikian tulis Cornelis lay, dosen FISIPOL, UGM Yogyakarta, 
dalam buku panduan politik untukrakyat.
1
Untuk mewujudkan kondisi yang benar-
benar demokratis kerap melewati jalan yang terjal dan berliku.Konfigurasi politik 
demokrasi menuntut adanya partai politik dan parlemen yang kuat, serta 
memberikan  kebebasan pers untuk mencari informasi ke alam yang lebih terbuka.  
Kebebasan pers, yang merupakan bagian dari kebebasan berekpresi saat ini 
sudah jauh lebih maju daripada apa yang ditemukan pada akhir 32-tahun rezim 
Soeharto tahun 1998. Kebebasan ini tidak absolut dan jurnalis pada umumnya 
menerima keberadaan UU No.40 Tahun 1999
2
sebagai instrumen negara yang 
bukan saja menjamin kebebasan profesi mereka, tetapi juga menjaga kepentingan 
masyarakatdari kemungkinan penyalahgunaan kebebasan dan profesionalismenya.  
Sehingga sampai sekarang eksistensi pers dan media massa memberikan 
pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. 
Kebutuhan masyarakat terhadap berbagai informasi dan kemudahan 
mengaksesnya dapat dipenuhi oleh media.Hal tersebut dimungkinkan karena 
fungsi utama media adalah menyebarkan informasi yang aktual dan faktual bagi 
                                                             
1
Rusdin Tompo, Mengawal Demokrasi Di Udara (Cet. 1: Pijar Press, Makassar: 2015) , 
h. 7. 
2
Agus Sudibyo, Strategi Media Relation(Cet. 1: Gramedia,Jakarta: 2014), h. 157. 
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khalayaknya. Demikian pula dengan entitas media sebagai institusi sosial yang 
berperan untuk mengubah dan mendidik masyarakat adalah suatu keniscayaan. 
Dengan peran dan fungsi ideal tersebut, media dituntut menjadi sarana 
yang efektif untuk memberdayakan dan mencerdaskan masyarakat dengan 
informasinya. Dalam aspek ini, media sejatinya membaca kondisi riil masyarakat 
di sekitarnya sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan redaksional yang 
kemudian dinarasikan dalam pemberitaan. Namun kenyataanya, agenda setting 
media
3
 yang kemudian aktual dalam berita cenderung kurang mewacanakan 
berbagai problem sosial yang dialami suatu masyarakat di daerah tertentu.  
Profesi wartawan merupakan hak asasi seluruh warga Negara.Tidak ada 
ketentuan yang membatasi hak seseorang untuk menjadi wartawan, bukan saja 
seorang jurnalis mencari informasi tetapi masyarakat sekalipun bisa memberikan 
informasi terhadap lembaga pers tertentu untuk dijadikan sebuah berita.Sebab, 
pekerjaan wartawan sendiri sangat berhubungan dengan kepentingan publik 
karena wartawan adalah bidan sejarah, pengawal kebenaran dan keadilan. 
Secara praktis, Pers sebagai proses pembuatan informasi atau berita (news 
processing) dan menyebarluaskan melalui media massa, serta memiliki 
kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan 
penyuntingan berita, serta bahasa. Dalam hal ini menyangkut kemahiran 
melakukannya, kemampuan yang bersifat tekhnis sebagai wartawan profesional, 
                                                             
3
Agenda setting merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa agenda media 
cenderung berpengaruh terhadap agenda khalayak. Lihat Pawito, Penelitian Komunikasi 
Kualitatif(Cet. 1; Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 189. 
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yaitu mencari, memperoleh, meyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan 
menyiarkan berita. 
Dalam memahami sebuah profesi atau pekerjaan, Al – Qur‟an telah 
menjelaskannya dalam QS.Al Isra/ 17: 36. 
                      
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya.Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 
semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.”4 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap pekerjaan akan diminta 
pertanggungjawabannya. Profesi sebagai jurnalis ialah pekerjaan yang menuntut 
kejujuran.Kejujuran yang dimaksud ialah memberitakan sesuai dengan kenyataan 
yang ada dilapangan.Dalam hal ini, jurnalis adalah mata dan telinga masyarakat. 
Menurut ahli tafsir Qatadah menjelaskan makna ayat tersebut ialah jangan 
mengatakan bahwa kamu meluhatnya , padahal kamu tidak melihatnya atau kamu 
katakan bahwa kamu mendengarnya , padahal kamu tidak mendengarnya atau 
kamu mengetahui padahal tidak mengetahui tentang hal itu karena sesungguhnya 
semua itu akan dimintai pertanggungjawaban darimu secara keseluruha. Artinya 
dilarang mengatakan sesuatau tanpa pengetahuan bahkan melarang pula untuk 
mengatakan sesuatu berdasarkan zan (dugaan) yang bersumber dari prasangka 
atau ilusi semata. 
Jurnalis  memiliki suatu bahasa tersendiri untuk menyajikan sebuah berita, 
yang disebut dengan salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia disamping 
                                                             
4Alqur‟an (surat al – Isra ayat. 36) 
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itu juga ragam bahasa akademik (ilmiah), ragam bahasa usaha (bisnis), ragam 
bahasa filosofis dan ragam bahasa literatur (sastra). 
Sebagai kasus dalam penelitian ini, media-media lokal di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat (selanjutnya dibaca NTB), seperti Radar Tambora, Harian Bima 
Ekspress, Suara Mandiri, Garda Asa Kota dan sebagainya, persoalan mendasar 
untuk dilakukan oleh media massa terkhususnya dalam perilaku pilkada akan 
segera diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten Bima, maka media 
memiliki peran penting untuk melakukan observasi terhadap problem yang terjadi 
dilapangan upaya untuk menyebarluaskan kepada masyarakat sosial.
5
 
Melirik kembali sejarah pilkada periode lalu terjadi antara pergeseran nilai 
kultur yang dibangun disetiap sektor pemerintah daerah setempat, sebab persoalan 
yang terjadi dalam pilkada itu tidak sesuai dengan rekapitulasi dihasilkan oleh 
Komisis Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melainkan hanya manipulasi politik 
dibangun pemerintah daerah itu sendiri.  
Kebijakan itu tidak sepenuhnya terealisasi karena ditengarai banyak 
masalah, terutama masalah dinamika politik di internal Pemerintah daerah. 
Berbagai masalah krusial seputar pilkada Bima justru baru terungkap secara 
eksplisit, kemudian intensif diberitakan oleh media lokal setempat ketika 
mahasiswa beraksi (berdemonstrasi) untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan kritik 
akademisnya terhadap kebijakan pemerintah daerah kabupaten Bima. Tetapi  tidak 
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Data laporan Badan Pusat Statistik Provinsi NTB 2013, di mana NTB menduduki 
peringkat nomor 2 terendah (peringkat ke-32 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia) mengenai 
Indeks Prestasi Manusia (IPM). Lihat Pemerintah Provinsi NTB, “Rendahnya Kualitas 
Pembangunan Manusia di NTB”, Official Website Pemerintah Provinsi 
NTB,http://infopublik.org/read/141/rendahnya-kualitas-pembangunan-manusia-di-ntb. html 
(28Desember 2014). 
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memberikan respon sedikitpun terhadap aspirasi disampaikan oleh mahasiswa itu 
sendiri. 
Kritik dibangun oleh mahasiswa Bima dalam momentum untuk 
membangun masyarakat yang demokratis demi tercapainya kepemimpinan ideal. 
Disini mesti media memperhatikan suatu masalah yang sangat sinkron dijalankan 
oleh pemerintah daerah, sebab disatu sisi pemerintah daerah pasti memiliki 
kepentingan yang sebenarnya tidak diingankan oleh masyarakat.
6
 
Persepsi media atau seorang jurnalis memandang dirinya sebagai sosok 
memiliki peran tertentu dalam sosial maupun politik dan peran media sebagai 
suatu lembaga untuk mengawal jalanya kehidupan pemerintah disetiap 
momentum untuk dibangun kedepannya. Maka, mesti menyadari peran 
sebenarnya untuk kepentingan publik. Pers juga pemegang kekuasaan keempat 
(the fourt power) setelah kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Namun di 
tegaskan Ketua Balai Jurnalistik ICMI Jawa Barat, Asep Samsul Romli 
menyebutkan bahwa:“Kebebasan pers adalah pemberitaan tanpa sensor dari pihak 
manapun, makanya dalam undang-undang pers disebutnya kemerdekaan pers. 
Kalau sudah merdeka tidak ada yang mengikat”. Kenyataan menunjukkan bahwa 
kebebasan pers cenderung tidak dibarengi dengan peningkatan kinerja pers dan 
profesionalisme wartawan.Kredibilitas pers dipertanyakan masyarakat karena pers 
                                                             
6“Mahasiswa NTB Unjuk Rasa Soroti Masalah Pilkada”, Antara News Online, (28 
Desember 2014). 
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selalu menginginkan prinsip menolak diatur pihak luar. Dipihak lain ternyata 
tidak mampu memperbaiki “korps” wartawan.7 
Meskipun media kecenderungan dalam peran politik terletak pada 
penyebaran suara dan nilai-nilai elite penguasa sebagai sumber informasi akurat 
untuk dijadikan sebuah informasi yang dicari untuk disebarluaskan kepada 
khalayak, tetapi bukan berarti peran media tertentu sangat tergantung terhadap 
kebijakan pemerintah. Media setidaknya memiliki sebagian independen dari 
narasumber. Dan media terkhususnya mesti menghentikan suatu “politik 
pencitraan” dalam memasuki pilkada kedepannya.8 Media juga sebagai suatu 
aktor untuk menjadi agen perubahan. Dalam kata lain media juga ikut turut 
berkontribusi untuk membantu suatu perubahan sosial politik dalam situasi krisis. 
Itupun tergantung dari konteks maupun konstelasi politik yang terjadi pada saat 
situasi yang tidak memungkinkan. 
Berbagai permasalahan sebelumnya di Bima, media lokal setempat 
idealnya lebih awal melakukan investigasi untuk mengungkap indikasi-indikasi 
atas masalah Pilkada yang dirancang dan akan selalu dihadapi masyarakat Bima 
di setiap periode kepemimpinan. Karena itu, sikap pro-aktif dan inisiatif 
diharapkan lahir dari kesadaran kritis jurnais untuk senantiasa melakukan 
pengawalan atas masalah pilkada yang segera dilaksanakan. Karena pers adalah 
salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang berasaskan suatu prinsip-prinsip 
demokrasi, keadilan dan supremasi hukum serta hak asasi manusia.Kemerdekaan 
                                                             
7
Asep Samsul Romli, Kamus Jurnalistik, Kumpulan Istilah Jurnalistik Cetak, Radio, dan 
Televisi (Cet. 1:Simbiosa Bandung 2008), h. 108. 
8
Agus Sudibyo, Strategi Media Relations(Cet 1: Gramedia, Jakarta: 2014), h. 121. 
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yang dialami oleh lembaga Pers harus betul-betul dimanfaatkan dengan 
sebesarnya bagi kepentingan masyarakat luas. 
Berita politik pada hakikatnya merupakan bagian dari pada khalayak 
pembaca terutama berita masalah Pilkada, yang dikenal dengan pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat 
setempat (Bima) yang memenuhi syarat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). 
Proses pembuatan berita politik terkait masalah pilkada yang akan memberikan 
langsung informasi kepada masyarakat, agar berkembang saling lingkup berbagai 
pengaruh baik itu ditinjau dari kegiatan pers, maupun proses pengumpulan berita 
dan penyajian berita sehingga pemerintah maupun masyarakat akan sama-sama 
mendapatkan informasi disajikan media. 
Sebagaimana disinggung di awal bahasan, fungsi media sebagai institusi 
sosial tidak cukup hanya sebagai sarana penyampai informasi bagi masyarakat. 
Media hakikatnya memiliki peran yang lebih signifikan ditinjau dari posisinya 
sebagai pilar keempat negara demokrasi. Artinya bahwa media berupaya menjadi 
wadah yang mampu menyerap seluruh aspirasi rakyat sebagai bentuk tanggung 
jawab sosialnya (social responsibility).
9
 
Memposisikan media seperti itu, maka model komunikasi yang diharapkan 
lebih bersifat dua arah dalam arus pemberitaan media lokal di kabupaten Bima. 
Satu sisi media harus mewadahi berbagai informasi atau kebijakan-kebijakan 
yang bersumber dari pemerintah, dan juga menyerap berbagai aspirasi, opini 
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Social responsibility merupakan salah satu teori pers yang artinya pers-media massa 
yang bertanggung jawab sosial. Lihat Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 
Jurnalistik; Teori dan Praktik (Cet. 2: Remaja Rosdakarya, Bandung: 2006), h. 20-23. Lihat juga 
Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek (Cet. 21: Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2007), h. 147-148. 
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publik, maupun kritik sosial dari masyarakat di sisi yang lainnya. Media lokal 
seharusnya menjalankan fungsinya sebagai “watchdog (fungsi kontrol) secara 
aktif,10yang turut mengawasi politik pemerintah daerah  dan kekuasaan 
pemerintah daerah  agar tidak menyalahgunakan wewenang, fungsi, kewajiban 
dan dengan harapan kebijakan pemerintah serta seluruh aspirasi rakyat dapat 
direalisasikan.  
Dalam melakukan reformasi pilkada atau konsolidasi, seharusnya yang 
perlu dilakukan adalah memperkuat bangunan legitimasi pilkada itu sendiri, 
membangun kejelasan politik hukum dalam penyelenggaraan pilkada, 
kesepakatan atas aturan-aturan dibuat dalam pilkada tertentu dan konsistensi 
peraturan politik hukum. Dengan senantiasa media sebagai penentu kebijakan 
publik dan tetap menjaga kestabilan pemerintah dan masyarakat. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka pokok permasalahan 
yang diajukan dalam penelitian ini adalah, bagaimana peran media Harian Bima 
ekspress (Bimeks) dalam melakukan pengawalan Pilkada 2015?  
Adapun sub permasalahan yang diajukan adalah:  
1. Bagaimanakah peran media dalam mengawal Pilkada kabupaten Bima? 
2. Bagaimanakah independensi media dalam menyajikan berita Pilkada 
kabupaten Bima 2015? 
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Watchdog atau fungsi kontrol pers adalah kinerja aktif pers untuk masuk ke balik 
panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan. Hikmat 
Kusumaningrat, Jurnalistik; Teori dan Praktik (Cet. 1:  Rosdakarya, Bandung: 2006), h. 27 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Inti permasalahan penelitian ini menyoal peran media Harian Bima 
Expres (Bimex) dalam merespon Pilkada kabupaten Bima Provinsi Nusa 
Tenggara Barat (NTB). Melihat sejauhmana peran media yang dimaksud, 
maka hal itu diretas ke dalam dua fokus penelitian, yakni  
a.) Peran media dalam mengawal Pilkada kabupaten Bima. 
b.) Independensi mediamenyajikan berita Pilkada 2015               
  2. Deskripsi Fokus 
Judul yang diangkat dalam proposal ini adalah “Peran Media Harian 
Bima Ekspres Dalam Mengawal Pilkada Kabupaten Bima 2015”? 
a). Peran Media 
 Yaitu melakukan pengawalan Pilkada  bagi masyarakat. Media  
dalam memberikan informasi secara luas mengenai Pilkada juga 
mendorong terciptanya kesadaran orang untuk menentukan pilihannya. 
Rendahnya intensitas mengenai kampanye peristiwa politik dan 
penyelenggaraan Pilkada mendorong menurunnya informasi yang diterima 
sehingga berakibat pada rendahnya keterlibatan masyarakat didalam 
pilkada
11
. 
 Dengan pemahaman dan konstruksi  bersama maka  pesan yang 
disampaikan oleh media lokal di Kabupaten (Bima) dapat 
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Fungsi Media Massa Pada Umumnya Adalah Menyebarkan Informasi , Menghibur, 
Mempengaruhi Khalayak. Lihat Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi. (Cet. 7: 
Bandung: Rosdakarya, 2008),  h. 64 – 65. Lihat  juga Hafid Cangara Dkk, Dasar-Dasar 
Jurnalistik (Cet. 1: Makassar, Alauddin Press, 2006), h. 15. 
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mengkomunikasikan tujuannya. Pesan yang dihadirkan oleh media dalam 
mendorong tingkat partisipasi yang tinggi telah mencirikan karakterisktik 
khalayak dan memiliki efek dalam melakukan agitasi. Hanya dengan cara 
demikian diharapkan suatu pesan, mengenai pentingnya partisipasi politik 
masyarakat dalam pembangunan politik dapat diterima oleh masyarakat 
umum. 
Dalam pelaksanan kegiatan dilakukan oleh pers di setiap kinerja 
pemerintah maka mesti melakukan sesuai dengan undang-undang pers dan 
kode etik jurnalistik.Media merupakan suatu wahana komunikasi massa 
dan penyebar informasi dan pembentuk opini publik serta melakukan 
observasi lapangan sesuai dengan peran sebagai seorang jurnalis. 
b). Fungsi Pers 
Menurut Bernard C. Cohen dalam Advanced Newsgthering karangan 
Bryce T. Mclntyre menyebutkan bahwa fungsi Pers bertindak sebagai mata 
dan telinga publik, melaporkan peristiwa yang terjadi diluar pengetahuan 
masyarakat dengan netral tanpa prasangka belaka. Selain itu, Pers berperan 
sebagai wakil publik, peran jaga, serta pembuat kebijaksanaan dan 
sekaligus menjadi advokat. 
c). Independesi Harian Bima Ekspress 
Independensi adalah tidak berpihak pada pasangan calon 
manapun yang artinya keberadaan media tersebut mandiri dan media 
harian Bima ekspress adalah salah satu media cetak dikabupaten Bima 
yang melakukan fungsi dan perannya untuk mencari dan menyebarluaskan 
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informasi kepada khalayak, serta menggali isu – isu memiliki nilai berita 
terutama terkait problematika politik pilkada yang akan segera 
diselenggarakan. 
d). Berita Pilkada Kabupaten Bima 2015 
Berita Pilkada yang akan disajikan media harian Bima ekspress 
untuk mengetahui tata cara pemilihan Pilkada dan terjadinya komunikasi 
politik yang akan dibangun oleh pemerintah daerah, dan  disampaikan 
media massa kepada khalayak. 
Pilkada adalah singkatan dari pemilihan kepala daerah.Pilkada 
merupakan sarana demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat 
sebagai infrastruktur politik untuk memilih kepala daerah secara langsung 
melalui mekanisme pemungutan suara.Calon kepala daerah yang dimaksud 
dalam konteks ini adalah pemilihan kepala daerah kabupaten Bima tahun 
2015. 
D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu 
Pada bab ini akan dipaparkan hasil kajian pustaka berkenaan dengan 
perbandingan penelitian terdahulu dengan orientasipenelitian ini.  
Pokok masalah yang akan diteliti belum pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya. 
Penelitian ini dapat dibandingkan dari penelitian sebelumnya yang memiliki 
perbedaan kajian dan mampu memperkuat penelitian ini. 
  Sholihah. MZ merupakan mahasiswi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 
(KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 
dengan judul skripsi “ Analisis Isi – Berita Pilkada Sul-Sel 2013 Pada Harian 
12 
 
Tribun Timur Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Analisis 
Isi Kuantitatif terhadap konten pemberitaan.
12
 
  Harry Fajar Maulana mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, dengan 
judul Skripsi.Wacana Media tentang Berita Pilkada 2013 Di Sulawesi Selatan 
Pada Harian Rakyat Sulsel. Metode penelitian menggunakan pendekataan 
analisis wacana model Van Dijk yang melihat suatu teks dalam beberapa 
struktur yang masing – masing saling mendukung, yaitu analisis teks dan 
kondisi sosial. 
  Penelitian ini lebih memfokuskan peran media dalam mengawal 
Pilkada dan penggunaan metode penelitian Kualitatif, kompetensi dasar yang 
harus dimiliki oleh jurnalis harian Bima ekspress sehingga dapat mencapai 
wartawan yang profesional. 
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MuljonoDaopolii,Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, Disertasi 
dan Laporan Penulisan (Cet. 1; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 13-14. 
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Tabel: 1 
Persamaan, perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang. 
 
Nama Peneliti 
Terdahulu dan peneli 
sekarang 
 
Perbedaan 
 
Persamaan 
Harry Fajar Maulana 
 
 
 
 
 
 
 
Sholihah MZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peneliti terdahulu Lebih 
cenderung pada analisis 
wacana model Van Dijk 
yang mengungkapkan 
kebenaran suatu teks, 
metode penelitian 
kuantitatif. 
 
Peneliti terdahulu Lebih 
cenderung pada analisis 
isi dan fokus ke konten 
pemberitaan pilkada 
harian tribun timur dan 
menggunakan metode 
penelitian kuantitatif 
 
 
Adapun persamaan dari 
peneliti terdahulu dan 
peneliti yang sekarang  
hanya di seputar pemberita 
mengenai pilkada. Kedua 
Peneliti terdahulu memakai 
metode kuantitatif 
sedangkan 
Peneliti sekarang kualitatif. 
Sedangkan peneliti sekarang lebih fokus kepada peran mediamengawal 
pilkada harian Bima ekspres (Bimeks)dan menggunakan metode penelitian 
kualitatif 
E. Tujuan dan Kegunaan  
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan fokus penelitian yang dijelaskan terdahulu, maka tujuan  yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
a). Bagaimanakahperan media harian Bima ekspress  dalam merespon 
masalah pilkada. 
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b). Bagaimaakah independensi harian Bima ekspress terhadap pengawalan 
pilkada dan menyajikan berita. 
2. Kegunaan penelitian 
1).  Kegunaanakademik 
Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap perkembangan 
ilmu jurnalistik, khususnya bagi mahasiswa jurnalistik-komunikasi dan 
akademisi yang berminat dalam penelitian sejenis. 
2).  Kegunaan praktis 
(a). Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan positif bagi 
wartawan dan media harian Bima, pemerintah Nusa Tenggara Barat, dan 
khususnya khalayak pembaca dan masyarakat secara umum dalam upaya 
meningkatkan kualitas media dalam melakukan pengawalannya terhadap 
Pilkada. 
(b). Penelitin ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 
sarjana jurusan Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.  
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Peran Politik Media 
1. Peran Media  
Media dalam meningkatkan partisipasi politik maka setiap warga 
negara harus diberikan hak pilihnya dalam menentukan sikap politik mereka 
secara bijak, media harus meyakinkan masyarakat lewat informasi 
disampaikan melaui surat kabar dan sebagainya agar masyarakat memilih 
pemimpin daerah yang lebih berkompoten dan berkualialitas. 
Ketika mencoba mengeloborasikan peran politik pers dalam tataran 
yang sederhana dan implementatif. Menurut pakar politik Inggris Duncan 
McCargo menyatakan ada tiga untuk menentukan peran poltik media yakni: 
 a). Agen Stabilitas/Pembangunan 
Dalam menjalankan hal ini media terlingkup dengan tugas untuk 
membantu pemerintah dalam proses nation building dalam konteks 
jurnalisme pembangunan. 
b). Agen Penghambat 
Media bertindak sebagai penjaga atau mengawasi keseharian dari 
struktur politik dimainkan politisi. Peran seperti ini bisa berbentuk 
penulisan tajuk rencana atau berita secara kritis hingga melakukan 
jurnalisme investigasi skala besar. 
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c). Agen Perubahan  
Media dalam perannya sebagai agen perubahan memiliki fungsi layakya 
memadamkan kebakaran, dengan kata lain media turut berkontribusi 
untuk membantu perubahan politik dalam situasi krisis, dalam kasus 
ekstrem, media dapat berkontribusi menurunkan rezim politik tertentu. 
McCargomengungkapkan bahwa tiga alterntif media yang dapat 
memberikan efek positif bagi proses demokratisasi, dikutip Andi Faisal 
dalam buku Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi. Cargo juga 
menegaskan bahwa tiga istilah diatas setara dengan deskripsi adjektif peran 
alternatif media: konservatif, progresif, dan transformatif. Satu penegasan 
yang di berikan harus benar – benar dimengerti tentang ketiganya yang 
diperankan oleh media. Tetapi itu semua tergantung dari konteks dan 
konstalasi politik yang terjadi. Misalnya agen pembangunan hanya bisa 
diterapkan pada negara otoriter, agen penghambat diterapkan pada negara 
demokrasi, sedangkan agen perubahan dipraktikan pada negara yang tengah 
mengalami krisis politik.
13
 
Sejatinya media dapat memainkan peran polivalen, multideminsioner, 
dan dapat mengadopsi ketiga peran secara bersamaan serta mengikuti 
dinamika politik yang sedang terjadi. Media menurut McCargo yaitu dapat 
menyenangkan, memuji, mengecap pemangku kekuasaan pada saaat 
bersamaan. Pada kesempatan lain juga pernah berargumentasi bahwa 
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Andi Faisal Bakti, Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi (Cet. 1: Churia Press, 
Jakarta: 2012), h. 54-55. 
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mengevaluasi kealamianperan politik media pada suatu situasi tertentu 
memerlukan pengamatan mendalam pada dua aspek dimainkan :  
  (1). Kepemilikan dan kontrol media  
(2). Relasiantara pemilik, jurnalis dan pemangku kekuasaan 
2. Peran Media Dalam Pilkada 
Salah satu fungsi sentral media massa di ruang publik yaitu melalui 
berita dan opini yang dimuat secara reguler, media memandu publik 
menghubungkan berbagai realitas yang sebelumnya terpisah oleh faktor 
geografi dan psikografi, menjadi satu rangkaian yang bisa diikuti dan dipahami 
secara mudah.
14
 Kekuatan rnedia dalam melakukan framing atas sebuah teks 
dan fakta memandu publik mengkorelasikannya ke dalam konteks ekonomi, 
sosial politik dan budaya pada kurun waktu tertentu. Saat iklim politik 
transisional yang kini melanda Indonesia, media kerap menjadi rujukan instan 
bagi pensikapan publik atas fenomena sosial tertentu akibat krisis komunikasi 
langsung mereka dengan pejabat publik. Media juga dapat menjadi subjek yang 
memanipulasi pernyataan atau peristiwa politik karena tekanan kepentingan 
ekonomi dan politik pemilik atau pengelolanya. Dalam iklim politik yang 
transisional, terdapat perilaku feodalistik media dalam bentuk pemberian ruang 
ekspresi lebih pada tokoh publik (extra ordinary people), opinion leader 
ketimbang kalangan biasa dalam masyarakat.  
Para pemimpin ditempatkan sebagai subyek aktif produsen informasi 
dan isu-isu yang selalu bisa dikorelasikan secara makro dan konstituennya 
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http: // kajianpsikologi.blogspot.com. Persepsi Psikologi, html (29 Mei 2014). 
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sebagai obyek yang menerima begitu saja arus informasi yang top-down 
menurut kepala Departemen jurnalism New York Universiti Jay Rosen dalam 
tradisi jurnalisme politik, media adalah pemain (player), subjek aktif di ruang 
publik bukan sekedar medium atau alat yang dikendalikan pihak diluar 
pengelola media itu.
15
Sebagai pemain yang berpengaruh, menurut pemikir 
politik Thomas Meyer, ada tiga dimensi relasi antara media dan politik.  
1). Media dapat menjadi ruang publik bagi terjadinya interaksi politik, ikut 
mempengaruhi pembentukan sistem komunikasi politik di kalangan 
publik pembentukan karakter dan agenda politik berlangsung secara 
terbuka.  
2). Media tidak hanya menjadi cermin dari kehidupan politik tetapi 
melakukan generalisasi realitas politik, mengkonstruksi realitas politik 
sebagai sesuatu yang bersifat kompleks dan mengundang antusiasme 
respon publik.  
3). Konstruksi realitas media atas dunia politik itu secara positif akan 
memperkuat komitmen pencapaian tujuan. 
Sayangnya illustrasi relasi media dan politik versi Meyer ini terlampau 
ideal dan mengalami banyak kendala kultural dan struktural ketika diterapkan. 
Pakar jurnalisme dan Ketua Committee of Concerned journalists Bill Kovach 
saat peluncuran buku Sembilan Elemen Jurnalisme, mengemukakan jurnalisme 
dan demokrasi tumbuh bersama-sama. Demokrasi tidak akan eksis tanpa 
jurnalisme politik yang baik. Jurnalisme gosip, rumor, jumalisme yang 
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http: // blogilmukomunikasi.blogspot.com, jurnalisme politik.html(19 November 2004). 
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bercampur dengan hiburan, atau jurnalisme yang menjadi propaganda politik 
akan meracuni demokrasi.
16
Sementara sikap politik media yang ada 
dikabupaten Bima tidak sesuai dengan dipaparkan Thomas Mayer, olehnya itu 
media lokal kabupaten Bima mesti meneegaskan sesuai dengan kondisi yang 
ada wilayah tersebut.  
Dalam Pilkada, jurnalisme mesti menyajikan fakta-fakta dan informasi 
independen tentang peristiwa dan isu-isu yang akan jadi referensi bagi 
masyarakat dalam membuat keputusan. Kovach mengingatkan bahwa tujuan 
paling penting bagi jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan 
warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri. Untuk itu 
independensi media sangatlah penting. Independen dari otoritas politik, otoritas 
sosial atau bisnis, dan tidak ada bias personal. Loyalitas jurnalis semestinya 
bukan loyalitas pada pemilik media tetapi loyalitas kepada warga negara
17
.  
Kovack merekomendasikan model watchdog journalism atau anjing 
penjaga yang secara sederhana menempatkan media dan jurnalis sebagai the 
monitor of power bukan agent of power.
18
 Dalam konteks penerapan 
jurnalisme politik pada institusi media komersial, kredibilitas media 
dipengaruhi kemampuannya mengimbangi pesan-pesan periklanan politik yang 
diterimanya dengan muatan jurnalisme politik yang kritis terhadap kesalahan 
yang dilakukan pemasang iklan itu. Hal itu dapat dilakukan, antara lain dengan 
poling rutin media untuk menyiarkan visi, misi, dan program partai/pasangan 
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calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan waktu/ruang yang 
memadai sehingga dapat membantu pemlih menseleksi informasi politik yang 
dibutuhkan. 
 Media massa baik cetak maupun elektronik idealnya tidak hanya 
"panen" iklan politik, tetapi marak dengan berita-berita politik yang tajam. 
Peran watchdog dalam media secara sederhana adalah peran kritis membuat 
manajemen dan proses eksekusi kebijakan dari kekuasaan berlangsung 
transparan, membuat publik mengetahui persis akibat yang akan mereka terima 
dari kebijakan penguasa itu. 
Bagian besar iklan politik, sebagaimana juga berita politik, ditujukan 
kepada khalayak di akar rumput. Keduanya seharusnya dibangun dan 
dikembangkan lebih informatif dan etis. Hal itu penting karena segmen 
khalayak ini kurang memiliki akses informasi sehingga mereka amat rentan 
terhadap gencarnya pesan-pesan periklanan sesat. Media perlu terus diingatkan 
akan rumusan pasal 6 UU No.40/1999
19
 tentang Pers yang menyebutkan: Pers 
nasional melaksanakan peranannya:  
(a). Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui 
(b). Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya 
supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat 
kebhinnekaan 
(c). Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang 
tepat, akurat dan   benar 
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(d).Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal 
 yang berkaitan dengan kepentingan umum. 
(e). Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikabupaten Bima 
pada khususnya pertama kali dengan sistem pemilihan langsung (pilkada) 
segera menyusul untuk memilih kepala daerah. Tiga peran utama yang 
dimainkan media adalah (1) monitoing the actor, 2) guiding the aoters, 3) fair 
and peace keeping the election process. Tugas media dalam pilkada pada 
dasarnya adalah menyajikan informasi yang tidak memihak dan gagasan-
gagasan kepentingan umum dari pemilu serta bertindak selaku pengawas (act 
as watchdog).
20
 
Media dan jurnalis harus bercermin dari pengalaman pemilu nasional 
sebelum berkiprah dalam pemilu lokal agar citra buruknya dapat pulih dan 
peran signifikan yang sudah mengemuka dapat diteruskan. Peningkatan 
profesionalisme khususnya Penerapan kode etik jurnalistik bagi media dan 
junalis amat diperlukan mengantisipasi pemilu lokal disamping penguatan 
kontrol publik yang terukur melalui organisasi media watch dan sejenisnya. 
Audit atas peran-peran media selama pemilu perlu dilakukan bersama oleh 
semua pihak. 
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B. Fungsi Pers 
Bahwa fungsi Pers bertindak sebagai mata dan telinga publik, 
melaporkan peristiwa yang terjadi diluar pengetahuan masyarakat dengan netral 
tanpa prasangka belaka. Selain itu, pers berperan sebagai wakil publik, peran jaga, 
serta pembuat kebijaksanaan dan sekaligus menjadi advokat. 
1. Fungsi Pers Secara Umum  
a). Pers Sebagai Media Informasi 
Informasi merupakan bagian dari fungsi pers dari dimensi idealisme. 
Informasi yang disajikan pers merupakan berita-berita yang telah diseleksi 
dari berbagai berita yang masuk ke meja redaksi, dari berbagai sumber yang 
dikumpulkan oleh para reporter di lapangan. Menurut Pembinaan Idiil, pers 
mengemban fungsi positif dalam mendukung mendukung kemajuan 
masyarakat, mempunyai tanggung jawab menyebarluaskan informasi 
tentang kemajuan dan keberhasilan pembangunan kepada masyarakat 
pembacanya.Dengan demikian, diharapkan para pembaca pers akan 
tergugah dalam kemajuan dan keberhasilan itu. 
 b). Pers Sebagai Media Pendidikan 
Dalam pembinaan pers disebutkan bahwa pers harus dapat membantu 
pembinaan swadaya, merangsang prakarsa sehingga pelaksanaan demokrasi 
Pancasila, peningkatan kehidupan spiritual dan kehidupan material benar-
benar dapat terwujud.Untuk memberikan informasi yang mendidik itu, pers 
harus menyeimbangkan arus informasi, menyampaikan fakta di lapangan 
secara objektif dan selektif. Objektif artinya fakta disampaikan apa adanya 
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tanpa dirubah sedikit pun oleh wartawan dan selektif maksudnya hanya 
berita yang layak dan pantas saja yang disampaikan. Ada hal-hal yang tidak 
layak diekspose ke masyarakat luas. 
c). Pers sebagai Media Entertainment 
Dalam UU No. 40 Tahun 1999
21
 pasal 3 ayat 1disebutkan bahwa salah 
satu fungsi pers adalah sebagai hiburan.Hiburan yang diberikan pers 
semestinya tidak keluar dari koridor-koridor yang boleh dan tidak boleh 
dilampaui.Hiburan yang sifatnya mendidik atau netral jelas diperbolehkan 
tetapi yang melanggar nilai-nilai agama, moralitas, hak asasi seseorang, atau 
peraturan tidak diperbolehkan.Hiburan yang diberikan pers kepada 
masyarakat yang dapat mendatangkan dampak negatif, terutama apabila 
hiburan itu mengandung unsur-unsur terlarang seperti pornografi dan 
sebagainya seharusnya dihindari. 
d). Pers sebagai Media Kontrol Sosial 
Maksudnya pers sebagai alat kontrol sosial adalah pers memaparkan 
peristiwa yang buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan yang 
menyalahi aturan, supaya peristiwa itu tidak terulang lagi dan kesadaran 
berbuat baik serta mentaati peraturan semakin tinggi.Makanya, pers sebagai 
alat kontrol sosial bisa disebut “penyampai berita buruk”. 
e). Pers sebagai Lembaga Ekonomi 
Beberapa pendapat mengatakan bahwa sebagian besar surat kabar dan 
majalah di Indonesia memperlakukan pembacanya sebagai pangsa pasar dan 
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menjadikan berita sebagai komoditas untuk menarik pangsa pasar itu. 
Perlakuan ini menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan akhir pers. 
Konsekuensinya, pers senantiasa berusaha menyajikan berita yang disenangi 
pembaca. 
2.Fungsi Pers Secara Khusus 
Pers baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam 
tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas 
kehidupan warganya, pers juga merupakan refleksi sebagai jati diri 
masyarakat karena apa yang di tuangkan dalam sajian pers hakekatnya 
adalah denyut kehidupan masyarakat dimanapun pers itu berada.
22
 
Satu bagian penting dari keberadaan pers adalah pencermatan dari 
sisi hukum. Ketika pers berada ditengah masyarakat, terjadilah interaksi 
antara pers (sebagai lembaga) dengan masyarakat konsumennya. Dalam 
kaitan ini, pers dipandang sebagai institusi sosial kemasyarakatan yang 
berfungsi sebagai media kontrol sosial, membentuk opini publikdan media 
edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi. 
3. Pengertian Pers  
a).  Pengertian Pers Menurut Weiner 
Mengatakan bahwa pengertian pers adalah wartawan cetak atau 
media cetak publisitas atau peliputan berita, dan media mesin cetak. 
Sedangakan Pengertian Pers menurut Oemar Seno Adji pakar komunikasi 
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membagi pengertian pers dalam arti sempit dan pengertian pers dalam arti 
luas. 
(1). Pengertian pers dalam arti sempit adalah penyiaran-penyiaran 
 pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata bertulis. 
(2). Sedangkan pengertian pers dalam arti luas adalah 
memasukkandidalamnya sebuah media massa communications yang 
memancarkan pikiran dan perasaan orang baik dengan kata yang 
tertulis maupun dengan lisan. 
b). Pengertian Pers Menurut Gamle  
Persadalah bagian komunikasi antara manusia (human 
communication), yang berarti, media merupakan saluran atau sarana dalam 
memperluas dan memperjauh jangkauan proses penyampaian pesan antar 
manusia. Pengertian pers menurut UUD No.40 Tahun 1999 yang berbunyi 
bahwa pengertian pers adalah lembaga sosial atau wahana komunikasi 
massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi, mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 
informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar 
serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan 
media cetak atau media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 
C. Teori Agenda Setting 
Teori agenda setting adalah teori yang menyatakan bahwa media massa 
merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk 
mentransfer dua elemen yaitu kesadaran dan informasi kedalam agend publik, 
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dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu – isu yang 
dianggap penting oleh media massa. 
 Teori agenda setting pertama kali dikemukan oleh Walter Lippman (1965) 
pada konsep “ The World Outside and the Picture in our head “, penelitian 
empiris teori ini dilakukan Mc Combs dan Shaw ketika mereka meneliti 
pemilihan presiden tahun 1972. Mereka mengatakan antara lain walaupun yang 
meneliti perilaku manusia belum menemukan kekuatan media seperti yang 
disinyalir oleh pandangan masyarakat yang konvensional, belakangan ini mereka 
menemukan cukup bukti bahwa para penyunting dan penyiar memainkan peranan 
yang penting dalam membentuk realitas sosial kita, ketika mereka melaksanakan 
tugas keseharian mereka dalam menonjolkan berita. 
 Khalayak bukan saja belajar tentang isu – isu masyarakat dan hal – hal lain 
melalui media, mereka juga belajar sejauh mana pentingnya suatu isu atau topik 
dari penegasan yang diberikan oleh media massa. Misalnya, dalam merenungkan 
apa yang diucapkan kandidat selama kampanye, media massa tampaknya 
menentukan isu – isu yang penting. 
 Dengan kata lain, media menentukan “acara” (agenda) kampanye politik 
tentang pilkada. Dampak media massa, kemampuan untuk menimbulkan 
perubahan kognitif diantara individu – individu, telah dijuluki sebagai fungsi 
agenda setting dari komunikasi massa. Disinilah letak efek komunikasi massa, 
yang terpenting adalah kemampuan media untuk menstruktur dunia buat kita. 
Teori Agenda Setting yang ditemukan Maxwell McCombs dan Donal L. 
Shaw sekitar tahun 1968 ini berasumsi bahwa media memiliki kekuatan untuk 
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mentransfer isu untuk mempengaruhi agenda publik. Khalayak akan menganggap 
isu tersebut penting apabila media menganggap isu itu penting juga.
23
 
Stephen W. Littlejohn mengatakan, agenda setting beroperasi dalamtiga 
bagian sebagai berikut: 
1. Agenda media itu sendiri harus diformat. Proses ini akan memunculkan 
masalah bagaimana agenda media itu terjadi pada waktu pertama kali 
2. Agenda media dalam banyak hal memengaruhi atau berinteraksi dengan 
agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik.Pernyataan ini 
memunculkan pertanyaan, seberapa besar kekuatan media mampu 
memengaruhi agenda publik dan bagaimana publik itu melakukannya. 
3. Agenda publik memengaruhi atau berinteraksi kedalam agenda 
kebijakan.Agenda kebijakan adakah pembuatan kebijakan publik yang 
dianggap penting bagi individu. 
 
Gambar mengenai proses agenda setting bekerja oleh McQuail dan 
Windahl.
24
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   McCombs dan Shaw, pertama kali melihat agenda media. Agenda 
media dapat terlihat dari aspek apa saja yang coba ditonjolkan oleh 
pemberitaan media tersebut. Mereka melihat posisi pemberitaan dan 
panjangnya berita sebagai factor yang ditonjolkan oleh redaksi. McCombs 
dan Shaw percaya bahwa fungsi agenda setting media massa bertanggung 
jawab terhadap hamper semua apa – apa yang dianggap penting oleh 
publik. Karena apa yang dianggap prioritas oleh media menjadi prioritas 
juga bagi publik atau masyarakat. 
 Berita tidak bisa memilih dirinya sendiri untuk menjadi 
berita.Artinya, ada pihak – pihak tertentu yang menentukan mana yang 
menjadi berita dan mana yang bukan berita.
25
 
1).  Kampanye Politik 
 Salah satu tema yang dominan diangkat oleh media harian Bima 
ekspress dalam menjalankan peran tertentu adalah mengangkat seputar 
kampanye politik. Masing – masing 4 (empat) pasangan calon Bupati dan 
wakil bupati kabupaten Bima periode 2015 Abdul khair dan Abdul 
Hamid, Adi – Zubair, H. Syafrudin dan Kurais, Hj. Indah Damayanti 
Putri dan Dahlan M. Noer. Dalam konteks ini, harian Bima ekspress 
bertindak sebagai salah satu aktor komunikasi politik kepada pihak elit 
politik, masyarakat melalui pemberitaan maupun iklan di sampaikan 
kepada pembaca. Dengan demikian propaganda politik yang dilakukan 
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secara terencana dan sistematik, untuk memberikan edukasi terhadap 
publik upaya menentukan sikap politik pada hari H 9 Desember 
memililih pemimpin sesuai hati nurani. 
  Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat 
Pilkada,seharusnya hal yang bermanfaat untuk melakukan pemetaan 
kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses semestinya membuat 
strategis/survei yakni untuk:  
  (1). Memetakan posisi kandidat di mata masyarakat. 
  (2). Memetakan keinginan pemilih. 
  (3). Mendefinisikan mesin politik yang paling efektif   
 digunakan sebagaivote getter. 
(4). mengetahui media yang paling efektif untukkampanye. 
 Tim sukses harus mengandalkan survey untuk menentukan strategi 
pemenangan kandidat.Untuk mengetahui bagaimana peta/sebaran 
dukungan dan preferensi pemilih terhadap kandidat berdasarkan aspek: 
wilayah, usia, jenis kelamin, pekerjaan, agama, afiliasi keagamaan dan 
organisasi sosial, serta tingkat sosial-ekonomi.Untuk mengetahui 
bagaimana tingkat popularitas kandidat di masyarakat, baik pada masa pra-
kampanye maupun pada masa kampanye menjelang pemilihan. Melalui 
survei, tim sukses akan dapat memperkirakan seberapa besar dana yang 
diperlukan untuk membiayai kampanye.
26
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Melalui survei tim sukses dapat mengemas pencitraan kandidat 
sesuai dengan ideal yang diharapkan pemilih dan dapat menggunakan 
media kampanye yang tepat. Untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang 
berkembang di masyarakat sebagai bahan kampanye kandidat dan dapat 
menyusun program kampanye sesuai kehendak pemilih.Untuk mengetahui 
besaran peluang atau probabilitasmenangkandidat dalam Pilkada.Sarana 
”sosialisasi” kandidat kepada masyarakat. 
2). Budaya Politik  
 Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang 
dimiliki bersama oleh masyarakat.Namun, setiap unsur masyarakat 
berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan 
para elitenya.Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R. O‟G 
Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara 
kelompok elite dengan kelompokMassa.Almond dan Verba mendefinisikan 
budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga Negara 
terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap 
peranan warga Negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, 
bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik 
diantara masyarakat itu sendiri. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa 
warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-
simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. 
 Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan 
tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.Budaya politik suatu 
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masyarakat berkembang dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam 
masyarakat.Bahkan dapat dikatakan bahwa kehidupan bermasyarakat 
dipenuhi oleh interaksi antar orientasi dan antar nilai. Sehinga melahirkan 
banyaknya tipe budaya politik yang dipresentasekan oleh masyarakat.  
 Tipe budaya politik suatu masyarakat atau bangsa akan dapat 
terlihat setelah terlebih dahulu dilakukan survei terhadap individu-individu 
anggota masyarakat atau bangsa itu. Jadi budaya politik dalam masyarakat 
atau bangsa dapat diketahui melalui tipe-tipe budaya politik yang ada. 
Dengan kata lain, melalui pengukuran terhadap sejumlah sampel atau 
responden dari masyarakat atau bangsa akan diketahui tipe-tipe budaya 
politik masyarakat atau bangsaitu sendiri. 
Tipe-tipe budaya politik itu terlihat dari karakteristiknya, yaitu 
frekuensi (tingkat kognisi atau afeksi atau evaluasi terhadap objek-objek 
politik dari sejumlah sample atau anggota masyarakat) pada tiap-tiap sel 
sesuai dengan aspek dan objek politik yang ada.
27
Berdasarkan frekuensi 
atau tingkat orientasi politik anggota masyarakat, dalam hal ini tingkat 
kognisi, afeksi, dan evaluasinya terhadap objek-objek politik. Sehingga 
melahirkan tiga tipe poiltik: 
(a). Budaya politik parokial yang murni, terdapat pada masyarakat 
yang memiliki sistem tradisional yang sederhana dengan tingkat 
spesialisaisi politik yang sangat minim. Contoh masyarakat yang 
memiliki budaya politik demikian adalah masyarakat suku-suku di 
                                                             
27
http:// blogilmupolitik.blogspot.com, Budaya Politik Indonesia.html, (10Februari 2014). 
32 
 
Afrika atau komunitas-komunitas lokal yang otonom (kerajaan 
sentralistis) di Afrika atau di benua lain di dunia.  
(b). Budaya politik subjek yang murni terdapat pada masyarakat 
yang tidak memiliki struktur yang didiferensiasikan.Orientasi 
subjek dalam sistem politik yang telah mengembangkan pranata-
pranata demokrasi lebih bersifat afektif dan normatif dari pada 
kognitif.Contoh dari tipe orientasi ini adalah golongan bangsawan. 
Mereka sangat menyadari akan adanya institusi demokrasi, tetapi 
secara sederhana hal ini tidak memberi keabsahan pada mereka. 
(c). Budaya politik partisipan adalah satu bentuk budaya yang 
anggota-anggota masyarakatnya cenderung memiliki orientasi yang 
nyata terhadap sistem secara keseluruhan, struktur dan proses 
politik serta administrative (objek-objek input dan output). 
Demikian pula anggota-anggota pemerintahan yang partisipatif 
secara menyenangkan atau sebaliknya diarahkan kepada berbagai 
objek politik yang serba ragam. 
Indonesia merupakan Negara yang majemuk dalam arti budaya dan 
geografisnya.Keanekaragaman itu sudah pasti membawa pengaruh yang 
besar pada budaya politik bangsa kita.Banyaknya budaya daerah yang 
hadir dalam sistem budaya di negeri ini, telah menimbulkan begitu banyak 
sub budaya politik Indonesia, yang masing-masing memiliki jarak yang 
berbedadengan struktur politik yang ada. 
 Negara Indonesia berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal Ika, 
33 
 
sehingga semua bentuk sub budaya politik yang ada di tanah air adalah 
budaya politik Indonesia. Dengan sendirinya pernyataan ini mengandung 
arti bahwa apa yang disebut sebagai budaya politik nasional adalah 
kombinasi antara semua sub budaya politik. 
Menurut Nazarudin Syamsudin budaya politik Indonesia adalah 
Bhineka Tunggal Ika, karena simbol ini sudah dikenal oleh bangsa 
Indonesia.Sedangkan menurut Moerdiono budaya politik Indonesia adalah 
Demokrasi Pancasila.Karena Pancasila merupakan pandangan hidup dan 
dasar negara bangsa Indonesia. Namun sesunguhnya budaya politik 
Indonesia belum terbentuk dengan mapan karena sub-sub budaya politik 
sudah terbentuk lebih dahulu sehingga lebih mewarnai jiwa 
masyarakatnya.  
Proses pematangan budaya politik Indonesia dapat di tempuh 
dengan berbagai cara. Salah satu cara adalah lewat kebijaksanaan-
kebijaksanaan pemerintah. Secara teoritis budaya politik berfungsi 
menumbuhkan kesetiaaan dan pengakuan rakyat terhadap hak-hak negara, 
di samping mengarahkan menuju terciptanya konsensus normatif. 
Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan mengerti 
bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap 
sistem politik.Mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan 
memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut.Mereka memiliki 
keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan 
publik dalam beberapa tingkatan dan memiliki kemauan untuk 
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mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes bila terdapat 
praktik-praktik pemerintahan yang tidak fair. 
Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh 
suburnya demokrasi.Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan 
warga negara dengan pemerintah, yang ditunjukan oleh tingkat kompetensi 
politik, yaitu menyelesaikan sesuatu hal secara politik, dan tingkat efficacy 
atau keberdayaan, karena mereka merasa memiliki setidaknya kekuatan 
politik yang ditunjukan oleh warga negara. Oleh karena itu mereka merasa 
perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya 
keterlibatan dalam politik. Selain itu warga negara berperan sebagai 
individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya 
saling percaya (trust) antar warga negara. 
Oleh karena itu dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan 
kondisi ideal bagi masyarakat secara politik.Mereka tetap mengikuti 
berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya 
dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka akan 
merasa tidak nyaman bila membicarakan masalah-masalah politik. 
 
 
 
 
Tabel II 
Model Kebudayaan Politik  
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Demokratik  
Industrial 
Sistem otoriter Demokrasi Pra Industrial 
Dalam sisten ini cukup 
banyak aktivitas politik 
untuk menjamin adanya 
kompetisipartai-partai 
politik dan kehadiran 
pemberian suara terbesar. 
Disini jumlah industrial 
dan modernis sebagian 
kecil, meskipun terdapat 
organisasi politik dan 
partisipasi politik seperti 
mahasiswa, kaum 
intelektual dengan 
indakan persuasif 
menentang sistem yang 
ada, tetapi sebagaian 
besar jumlah rakyat 
hanya menjadi subyek 
yang pasif. 
Dalam sistem ini hanya 
terdapat sedikit sekali 
partisipan dan sedikit 
pula keterlibatannya 
dalam pemerintah. 
 
 Pola kepemimpinan sebagai bagian dari budaya politik, menuntut 
konformitas atau mendorong aktivitas.Di negara berkembang seperti 
Indonesia, pemerintah diharapkan makin besar peranannya dalam 
pembangunan di segala bidang. Dari sudut penguasa, konformitas 
menyangkut tuntutan atau harapan akan dukungan dari rakyat.  
 Modifikasi atau kompromi tidak diharapkan, apalagi kritik.Jika pemimpin 
itu merasa dirinya penting, maka dia menuntut rakyat menunjukkan 
kesetiaannya yang tinggi.Akan tetapi, ada pula elite yang menyadari 
inisiatif rakyat yang menentukan tingkat pembangunan, maka elite itu 
sedang mengembangkan pola kepemimpinan inisiatif rakyat dengan tidak 
mengekang kebebasan. 
Suatu pemerintahan yang kuat dengan disertai kepasifan yang kuat 
dari rakyat, biasanya mempunyai budaya politik bersifat agama politik, 
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yaitu politik dikembangkan berdasarkan ciri-ciri agama yang cenderung 
mengatur secara ketat setiap anggota masyarakat.Budaya tersebut 
merupakan usaha percampuran politik dengan ciri-ciri keagamaan yang 
dominan dalam masyarakat tradisional di negara yang baru berkembang. 
Kondisi politik yang menimbulkan suatu agama politik di suatu 
masyarakat, yaitu kondisi politik yang terlalu sentralistis dengan peranan 
birokrasi atau militer yang terlalu kuat. Budaya politik para elite 
berdasarkan budaya politik agama tersebut dapat mendorong atau 
menghambat pembangunan karena massa rakyat harus menyesuaikan diri 
pada kebijaksanaan para elite politik.  
D. Pilkada Dalam Pandangan Islam  
Berbicara tentang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) secara langsung 
maka pembahasan terkait dengan persoalan kepemimpinan.Kepemimpinan 
merupakan sesuatu yang sangat vital dan mendasar dalam kehidupan 
bermasyarakat.Oleh karena itu, Islam mewajibkan umatnya untuk memilih 
pemimpin.Sebab pimpinan yang akan mengatur, menertibkan dan menjalankan 
hukum secara baik dan benar dalam masyarakatnya.Di dalam al-Qur‟an Allah 
SWT memerintahkan untuk mentaati segala perintah Allah, perintah Rasul dan 
perintah pemimpinnya sesuai dengan firmanNya. QS. An-Nisa/4: 59. 
                       
                       
 
Terjemahnya: 
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil 
amri di antara kalian.Kemudian apabila kalian berselisih tentang suatu 
perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kalian beriman 
kepada Allah dan hari akhir. Hal itu adalah  yangterbaik untuk kalian dan 
paling bagus dampaknya.”(QS.an-Nisaa‟:59).28 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dijalankan seorag 
pemimpin itu sudah menjadi kehendak untuk ditaati, ketika memiliki perselisihan 
diantara pemimpin dan rakyatnya maka agar meminta kembali petunjuk kepada 
Allah serta meminta petunjuk disetiap masalah. 
Pilkada merupakan salah satu implementasi prinsip kedaulatan 
rakyat.Keterlibatan masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut 
kepentingan mereka, termasuk siapa yang hendak dipilih/diangkat sebagai 
wakil/pemimpin mereka. 
Pilkada adalah kreasi peradaban perpolitikan modern.Namun, sebagain 
besar ulama berpendapat bahwa Pilkada tidak bertentangan dengan Islam.Sistem 
ini merupakan kreasi peradaban modern yang tidak bertentangan, atau bahkan 
sangat sejalan dengan semangat ajaran Islam,yakni tentang konsep As-Syuraatau 
Musyawarah. Syura‟ secara harfiah berarti „saling memberi saran‟, atau 
rembukan (mutual consultation), yang memang tidak harus selalu dengan 
mulut (verbal) dan langsung (direct).Untuk keperluan musyawarah melibatkan 
puluhan juta orang atau bahkan ratusan juga orang, sangat tidak mungkin 
dilakukan secara langsung.Maka syura‟ dalam bentuk voting (pemilihan) yang 
diciptakan oleh akal budi umat manusia dewasa ini sangat membantu umat Islam 
                                                             
28
Alqur’an (surat an-Nisa.59) 
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untuk menjalan ajaran al-Qur‟an sesuai dengan perkembangan zaman dengan 
berbagai kompleksitasnya. 
                           
        
 
Terjemahnya: 
“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal.”29(QS Al-Hujurat:13) 
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang manusia harus hidup bersama, 
berkelompok agar saling mengenal dan diantara harus memiliki pemimpin untuk 
memimpin disebuah kelompok yang ditempati. 
Menurut al-Baghawi dan al-Khazin, ta„ârufitu dimaksudkan agar setiap 
orang dapat mengenali dekat atau jauhnya nasabnya dengan pihak lain, bukan 
untuk saling mengingkari.Berdasarkan ayat ini, Abd ar-Rahman as-Sa‟di 
menyatakan bahwa mengetahui nasab-nasab merupakan perkara yang dituntut 
syariat.Sebab, manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.Karena itu, 
seseorang tidak diperbolehkan menasabkan diri kepada selain orangtuanya. 
Fenomena politik yang berkembang belakangan ini memberitahukan 
kepada publik, bahwa sementara terjadi “perkelahian” diantara sesama elit-elit 
politik Islam, demikian komentar banyak kalangan ilmuwan di negeri ini ketika 
menyaksikan banyak peristiwa politik yang berkaitan dengan umat Islam. Konflik 
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Alqur‟an (surat al-Hujurat .13) 
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yang melanda partai Islam tesebut terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan 
tertentu menyertainya yang jelas hal ini memberikan citra tersendiri bagi 
eksistensi Islam sebagai sebuah pedoman hidup atau ideology Islam dan umat 
Islam secara keseluruhan. 
 Citra itu dapat diekspresikan secara beragam oleh mereka yang memang 
melihat elit Islam yang menggunakan Islam sebagai simbol perjuangan politik; 
pertama, ada yang menganggap bahwa Islam itu bukan merupakan  agama 
perdamaian, bukan agama yang penuh kasih-sayang, bukan pula agama 
kemanusiaan yang bersifat universal, anggapan ini banyak dikembangkan oleh 
mereka yang memang anti terhadap Islam sebagai sebuah agama dan umat 
Islamdengan tegas mencantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga Partainya “beraqidah dan berazaskan Islam”, berarti partai Islam itu 
merupakan partai politik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, perjuangannya untuk menegakkan syari‟at Islam dalam 
kehidupan masyarakat. Selain itu terdapat pula partai politik yang secara 
mayoritas konstituennya adalah kaum muslimin atau partai politik yang lahir dari 
rahim organisasi massa Islam, tetapi tidak mencantumkan Islam dalam azas 
partainya.Karena sesungguhnya orang yang berpegang pada dalil terkuatlah yang 
mendapat petunjuk dari Allah SWT. 
                           
   
 
Terjemahnya: 
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“Yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di 
antaranya.Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan 
mereka itulah orang-orang yang berakal.”(QS az-Zumar [39]: 18)30 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang mengikuti perkataan yang 
berbaik mereka orang yang berakar dan berpikir. Menurut Salman Al – Farizin 
mereka yang mengikuti dan memahami itulah orang yang berakal dan 
menyampaikan berita kepada umat yang benar. 
 Agenda politik elit Islam barangkali melupakan hal-hal yang seharusnya 
menjadi fokus perhatiannya, politik tidak bisa dipisahkan dengan dakwah, maka 
semestinya partai politik tidak hanya sekedar menjadi alat untuk mendapatkan 
kekuasaan politik  tetapi juga harus menjadi wadah untuk memperjuangkan nilai-
nilai Islam dan wadah dakwah amar ma‟ruf nahi munkar. Kalau elit Islam hanya 
memikirkan kekuasaan melalui partai politik yang dengan jelas mencantumkan 
Islam sebagai landasan perjuangannya, maka harus juga memikirkan bagaimana 
umat Islam dapat beragama dengan baik dan diberdayakan secara sosial, ekonomi 
dan politik. 
Klaim politik elit Islam dengan simbol-simbol Islam yang “suci”, tetapi 
perilaku dan tindakan politik para elit yang ikutserta didalamnya sangat tidak 
mencerminkan makna dari simbol-simbol suci Islam tersebut.Seharusnya yang 
perlu mendapat perhatian dikalangan elit Politik Islam adalah mengedepankan 
nurani dan moralitas Islam-nya dalam kehidupan politik praktis dan bukan 
semata-mata orientasi untuk mendapat kekuasaan danmempertahankan kekuasaan 
dengan jalan yang bertentangan dengan moral/akhlakIslam. 
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Alqur‟an(surat az-Zumar [39]: 18) 
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Proses memilih wakil rakyat dalam pemilu kali ini dalam sudut pandang 
Islam adalah akad wakalah (perwakilan). Dimana diperlukan pemenuhan atas 
rukun-rukunnya agar sempurna suatu akad wakalah tersebut. Realitas yang ada 
saat ini justru pemilu sendiri yang tidak memperbolehkan orang-orang yang 
memenuhi syarat ini untuk masuk kedalam sistem pemilu tersebut dan 
memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Islam disana. Ini bisa dilihat dalam 
undang-undang pendirian partai politik bahwa setiap partai politik boleh 
berasaskan apapun tetapi harus mendukung asas negara, dan undang-undang 
kampanye, bahwa dalam berkampanye partai-partai dilarang menggugat asas 
negara dan mengusung isu-isu agama. 
Sesungguhnya yang terjadi saat ini adalah pragmatisme berfikir di 
kalangan parpol-parpol Islam, dimana seolah-olah kita harus bersikap kondisional, 
seolah-olah hanya ikut pemilu-lah pilihan satu-satunya untuk mewujudkan cita-
cita. Misalnya kita selalu disuguhi pilihan kalau kita merasa muslim dan ingin 
Islam disuarakan maka bukti konkritnya adalah pilih partai Islam lewat pemilu 
(walau mekanisme pemilu di Indonesia haram) atau akan timbul kerusakan yang 
lebih besar lagi seandainya kita tidak memilih partai Islam. Itulah yang terjadi saat 
ini, seolah-olah ini adalah situasi yang sangat darurat dan mengharuskan kita 
memilih diantara dua keharaman yang ada. Tetapi tidak sedikitpun tergambar di 
benak mereka bahwa ada metode yang telah disyari‟atkan yang secara historis 
telah terbukti dan teruji dan secara empiris lebih memungkinkan untuk terjadinya 
perubahan.  
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Jelas sekali bahwa kekhawatiran-kekhawatiran, pertimbangan-
pertimbangan yang ada adalah berdasarkan penilaian akal semata bukan realitas 
dan berdasarkan timbangan asas-manfaat -bukan syari‟at. Telah kami jelaskan di 
awal tadi, bahwa dalam pandangan syara‟ pemilu itu adalah wasilah 
(sarana/perantaraan) yang dapat menghantarkan kepada suatu perbuatan yang 
haram, sehingga wasilah itu pun haram, dalam hal ini kaidah syara‟ yang 
digunakan adalah: 
“Wasilah (perantaraan) yang pasti menghantarkan kepada perbuatan 
haram adalah juga haram” 
Sikap seperti itu tentuya akan menimbulkan tanda tanya besar bagi 
masyarakat dan akan dinilai sebagai bentuk inkonsistensi parpol-parpol Islam dan 
para petinggi-petingginya. Disatu sisi mungkin mereka membanggakan Islam 
sebagai solusi, disisi lain justru mereka masuk dan berjuang lewat sistem yang 
nyata-nyata bukan Islam. Maka tidak heran buah dari sikap inkonsistensi ini akan 
melahirkan sikap kompromistis dengan penguasa karena mereka perlu untuk 
mempertahankan eksistensi mereka didalam sistem. Dan akhirnya seringkali 
mereka terlihat keteteran dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedikit 
menusuk dan selalu jawaban yang dikeluarkan bersiat defensif apologetis. 
Misalnya ketika di media sosial ada yang melontarkan pertanyaan kepada salah 
satu tokoh parpol Islam “apakah Islam tidak mendukung demokrasi?” maka 
jawaban tokoh tersebut adalah “Tidak, justru Islam adalah agama yang paling 
demokratis” inilah jawaban defensif apologetis dikarenakan oleh karena parpol 
tersebut tidak ingin mendapat “cap buruk” dari masyarakat maupun pemerintah. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
44 
 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan 
(field research). Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong, 
mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-
orang dan perilaku yang dapat diamati.
31
 Sedangkan Penelitian ini dilaksanakan di 
Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan yang menjadi objek 
penelitian adalah Media Harian Bima Ekspress. Waktu tentatif yang digunakan 
dalam penelitian ini berkisar 2 (dua) bulan sejak observasi awal dilakukan hingga 
memasuki tahap pengujian hasil penelitian pada sidang munaqasah. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang dimaksud terdiri atas dua perspektif, yakni 
pendekatan keilmuan dan pendekatan metodologi.Pendekatan keilmuan yang 
digunakan adalah ilmu jurnalistik tentang teori fungsi media, peran media, agenda 
setting, dan praktik jurnalistik.Sedangkan aspek metodologi yang dimaksud 
adalah metode kualitatifdengan pendekatan studi lapangan (field research). 
Metode pendekatan ini digunakan kepada pihak – pihak yang dianggap relevan 
dijadikan narasumber untuk memberikan keterangan terkait penelitian yang akan 
dilakukan. 
C. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua rangkaian data, yaitu data 
tertulis dan data lapangan.  
                                                             
31
Muljono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah : Makalah, Skripsi, 
Disertasi Dan Laporan Penulisan (Cet. 1; Makassar: Alauddin Press,2003), h. 16. 
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Data tertulis yang dimaksud berupa data-data literatur, misalnya karya tulis 
ilmiah, referensi buku, majalah, surat kabar, sumber online, dan bahan 
dokumentasi serta data tertulis lainnya yang relevan dengan orientasi 
penelitian.Sedangkan data lapangan yang dimaksud bersumber dari hasil 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Kedua sumber data penelitian tersebut 
ditelusuri secara mendalamhingga mencapai kesimpulan akhir. 
D. Metode Pengumpulan Data  
Ada beberapa metode atau tekhnik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Field Research, yaitu mengumpulkan data melalui penelitian lapangan, 
dengan menggunakan metode sebagai berikut: 
a). Wawancara mendalam  
Wawancara mendalam ialah proses memperoleh keterangan untuk 
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 
pewawancara dengan informan atau atau orang yang diwawancarai.
32
 
Metode wawancara mendalam adalah sama seperti metode 
wawancara lainnya, hanya peran wawancara, tujuan wawancara, peran 
informan, dan cara melakukan wawancara yang berbeda dengan 
wawancara pada umumnya. Wawancara mendalam dilakukan berkali – 
kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi 
penelitian.Wawancara seperti ini tidak pernah terjadi pada wawancara 
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pada umumnya. Adapun informan penelitian yang dianggap relevan 
dengan judul penelitian ini adalah: 
(1). Khairudin M. Ali, pemimpin umum/dirut 
(2). Sofyan Asy‟ari, Direktur pemasaran dan iklan 
(3). Muhammad Fikrillah, pemimpin redaksi 
(4). Herman Pulalo, reporter politik 
b). Observasi (pengamatan) 
Proses pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. 
Objek yang dimaksud adalah berita harian Bima terkait masalah 
pendidikan politik dan sosialisasi politik melalui pilkada di wilayah 
Kabupaten Bima (NTB). Termasuk dalam konteks ini adalah 
pengamatan terhadap kondisi obyektif dari subjek penelitian, berupa 
proses peliputan peristiwa oleh wartawan, proses produksi berita, rapat 
keredaksiandan proses publikasi harian Bima ekspress. 
 
 c). Dokumentasi 
Prosespengumpulan data berupa teks berita Harian Bima, 
grafis atau foto peneliti bersama subjek penelitian, foto terkait kondisi 
pilkada yang akan dihadapi oleh masyarakat Bima NTB. 
 
 
  2. Library Research(Riset Kepustakaan) 
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Library Research yaitu denganmengumpulkan data yang diperoleh 
melalui studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data atau dokumen 
perusahaan maupun literature yang terkait dengan penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Kedudukan peneliti sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif adalah 
hal yang primer karena ia sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan 
data, analisis dan penafsir data serta pelapor hasil penelitian.
33
Untuk mendapatkan 
data yang relevan dengan aspek-aspek yang diteliti, diperlukan instrumen 
sekunder pengumpulan data. Instrumen yang dimaksud meliputi daftar cek 
observasi dan panduan wawancara (interview guide) yang disesuaikan dengan 
fokus penelitian.  
F. Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini berlangsung secara simultan, selama 
proses pengumpulan datadilaksanakan. Analisis data yang digunakan sesuai 
dengan metode kualitatif, suatu analisis model induktif yang beranjak dari data ke 
teori atau dari analisis kasus yang khusus menuju suatu simpulan yang 
umum.
34
Adapun tahapan-tahapan analisis data sebagai berikut. 
1. Tahap klarifikasi data, yaitu konseptualisasi hasil wawancara dalam bentuk 
transkrip yang diinterpretasi, kemudian diklarifikasi oleh informan.Tahap 
reduksi data, yaitu tahapan memilah data yang terkumpul yang sesuai 
dengan fokus penelitian. Memilah data dalam artian mengukur derajat 
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Lexy Johannes Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 
2001), h. 112. 
34
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif(Jakarta: Pranada Media Group, 2001), h. 66.  
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relevansinya dengan maksud dan tujuan penelitian, dengan jalan 
penyederhanaan atau memadukan data yang tersebar, kemudian kembali 
mengeksplorasi data tambahan. 
2. Tahap penyajian data, yaitu proses deskripsi informasi (uraian naratif). 
Proses ini menggambarkan jawaban atas fokus permasalahan yang diajukan 
peneliti. Data yang tersaji kemudian diringkas ke dalam bentuk data 
deskriptif.Tahap konklusi dan verifikasi, yaitu tahapan akhir analisis data 
dengan melibatkan kembali para informan untuk memenuhi kriteria 
validitas hasil penelitian. 
 
  
49 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
a). Sejarah Singkat Harian Bima Ekspress 
Dinamika sosial politik terjadi dikabupaten Bima kian harinya 
menunjukan sikap yang lebih fanatik. Hal tersebut memungkinkan karena 
adanya perubahan dan perkembangan perpolitikan ditengah masyarakat Bima. 
Maka lahirlah ide seorang intelektual untuk mencetus dan mendirikan salah 
satu media cetak Harian Bima Ekspress (Bimeks) pada tahun 2000 oleh (Ir. 
Khaeruddin M. Ali).
35
 Bimeks merupakan media cetak yang pertama hadir 
pada saat itu untuk memberikan informasi kepada publik tentang politik yang 
terjadi di pihak eksekutif dan sebagainya. Sebagai media cetak pertama, 
Bimeks memperlihatkan eksistensinya kepada masyarakat dalam pemberitaan 
yang tidak memihak pada lembaga manapun,itulah menjadi harapan 
masyarakat untuk memberikan suatusolusi yang baik. Tidak berlebihan jika 
Harian Bima Ekspress menasbihkan dirinya menjadi The Political News Bima. 
b). Budaya Politik Bima 
Paling banyak dibicarakan pada saat sekarang, baik dalam ranah 
nasional dan lebih-lebih dalam ranah lokal, yakni bagaimana elit politik lokal 
ini mampu memberikan konstribusi dalam menciptakan perilaku politik yang 
jauh lebih baik sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Sebab dengan 
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Muhammad Fikrillah, Pimpinan Redaksi, Wawancara, Bima, 12 November  2015. 
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baiknya perilaku politik para elit politik, maka akan dengan sendirinya 
menciptakan kebaikan dalam dunia politik, apalagi politik sekarang adalah 
politik sebagaimana yang sering diungkapkan oleh Frans Magnis-Suseno 
“Politik sering dianggap bisnis yang sangat kotor (najis mughaladah)36 untuk 
mencari politisi yang sungguh-sungguh jujur dan ”sepi ing pamrih”, dianggap 
sama dengan mau mencari perawan dilokasi pelacuran, inilah pendapat sinisme 
paragmatis. Sedangkan strukturalisme ekstrem berpendapat bahwa moralitas 
pribadi para politisi tidak relevan, sebab sebuah Negara hanya dapat maju, 
apabila para politisi yang memimpinnya memiliki integritas dan kejujuran 
pribadi”.Ini adalah sebuah pendapat yang sangat relevan untuk konteks dunia 
politik jaman sekarang. 
Elit politik Bima, sebagai elit politik lokal yang masih eksis dengan 
ajaran Islam yang menjadi agama kepercayaannya, masih memegang teguh 
prinsip politik, sebagaimana khittah awal dari politik itu sendiri.Akan tetapi, 
kalau dalam konteks nasional, politik itu sudah dibelokkan ke arah yang sangat 
jauh dari cita-cita politik yang sebenarnya, inilah yang membuat politik itu 
menjadi sebuah konteks yang penuh dengan dosa dan pengkhianatan.
37
Inilah 
yang harusdihindari oleh semua elit politik. 
Dalam membaca peta politik sebuah Bangsa, kita harus melihat apakah 
elit politik dalam bangsa tersebut telah memberikan pendidikan politik yang 
benar kepada masyarakat atau tidak?. Ini adalah pertanyaan besar kepada elit 
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Frans Magne Suseno, Filsafat Kebudayaan Politik, Butir- Butir Pemikiran Kritis(Cet. 
1:Gramedia Pustaka, Jakarta : 1992), h. 21. 
37
http: // blogfatahullahjurdi.blogspot.com (22 Agustus 2012) 
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politik, apabila kita mau melihat sejauh mana politik dalam bangsa tersebut 
berkembang. Kebanyakan elit politik, menjadikan politik itu sebagai sebuah 
ajang untuk memperkaya diri mereka sendiri, sehingga membuat konteks 
politik itu penuh dengan acara-acara baru, misalnya adanya acara nepotisme, 
kolusi dan lebih-lebih korupsi yang menjadi musuh bersama. Kolega politik 
kita yang ada dalam wilayah lokal dan nasional, harus menjadi politisi yang 
betul-betul politisi atau biasa disebut dengan politisi sejati, dan inilah yang 
sangat diharapkan oleh suatu bangsa yang ingin maju dan melampaui Bangsa 
lain yang memang sudah dikatakan sebagai Bangsa atau Negara maju.   
Apabila Indonesia ingin maju dan melampaui Negara adidaya seperti 
Amerika Serikat, maka Indonesia harus betul-betul berkonsentrasi terhadap hal 
tersebut, dan ini sangatlahdiharapkan. Korupsi pada masa sekarang sudah 
menjadi suatu kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan dan sudah menjadi 
pekerjaan bersama bagi para elit politik,sehingga muncul wacana korupsi 
massal.Indonesia sekarang sedang menyandang gelar, sebagai “juara kelima” 
Negara terkorup di dunia, dan ini sangatlah menakjubkan bagi kita sebagai 
orang awam terhadap politik. 
Ternyata Indonesia punya prestasi, akan tetapi, prestasi yang sangat 
tidak kita harapkan. Ini adalah sebuah kegilaan epistemik yang dicerminkan 
oleh suatu Negara besar seperti Indonesia, apalagi Indonesia ini termasuk 
Negara yang paling banyak penduduk Muslim-nya.Korupsi itu adalah musuh 
bersama, apabila kita menemukan suatu institusi yang melakukan korupsi atau 
penggelapan terhadap hak-hak rakyat, maka musnahkanlah dia, sebab sudah 
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halal darah dan dagingnya untuk kita bunuh.Karena mereka ini adalah 
pengkhianat, dan pengkhianat itu halal darahnya untuk kita tumpahkan. 
Begitu pula yang terjadi dengan Bima sebagai salah satu daerah dalam 
lingkup wilayah Republik Indonesia, yang juga kaya akan kekayaan alam yang 
berlimpah dan menjadi salah satu daerah yang siap di incar oleh Barat untuk 
dikejar habis kekayaan alamnya. Dengan berkembangnya kehidupan manusia, 
maka berkembang pula arah berpikir elit politik Bima, yang dulunya adalah elit 
yang sangat mengedepankan rasio keagamaannya dibandingkan rasio hasrat 
duniawinya, yang sekarang berubah menjadi elit yang siap melahap semuanya 
demi kepentingan pribadi dan kesenangan duniawinya. 
Elit politik Bima berubah 90 derajat dari sifat asli elit yang 
sesungguhnya. Elit politik Bima pada masa sekarang, sudah terkontaminasi 
oleh sikap dan perilaku elit politik nasional yang sudah membawa cita-cita 
politik ini jauh dari konteks politik yang sebenarnya, dan menjadi cita-cita 
mengambang yang tidak jelas.Indonesia sekarang menjadi Negara yang sangat 
bingung dengan keadaan politiknya yang begitu rusak dan begitu tidak jelas
38
. 
Ketidakjelasan politik inilah yang membuat Indonesia menjadi Negara 
yang tidak jelas arah dan tujuan kehidupannya, dan ini sangatlah ditakutkan, 
sebab bisa saja akan membawa Indonesia kedalam jurang kerusakan yang 
begitu dalam, yang membuat Indonesia tidak mampu lagi keluar dari 
dalamnya. Sebagaimana ungkapan yang serig penulis lontarkan dalam setiap 
diskusi “jika para elit politik suatu bangsa itu tidak mencerminkan kejelasan, 
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maka akan membawa ketidakjelasan yang sangat nyata bagi bangsa tersebut 
dan ini haruslah kita cegah dan kita perbaiki”, paradigma yang salah akan 
membawa perilaku yang salah, begitu juga sebaliknya perilaku yang salah akan 
membawa paradigma yang salah. Politik itu tidak akan menjadi jelas, apabila 
para elit politiknya tidak jelas. Sebab yang mencerminkan kebaikan politik 
hanyalah mereka yang bergelut dalam dunia politik itu sendiri. Terjadinya 
perubahan yang sentral dalam peta politik bangsa dewasa ini dapat 
digambarkan secara singkat melalui proses yakni demokratisasi yang 
sementara ini dilangsungkan dengan panduan utama secara yuridis formal 
adalah UU No. 22 dan UU. 25 tahun 1999.
39
 
Bima memiliki banyak kelebihan dalam menyambut otonomi daeran 
ini, terutama kelebihan itu terletak pada sumber daya manusia yang rata-rata 
telah menamatkan pendidikan secara formal tingkat tinggi, serta posisi Bima 
yang cukup strategis bagi perdagangan global, mengingat Bima merupakan 
tempat persinggahan  atau peristrahatan yang cukup baik bagi mereka yang 
hendak melanjutkan perjalanan kewilayah bagian timur Indonesia.  
Permasalahan yang muncul kemudian adalah ketika berbagai potensi 
yang telah ada tersebut tidak mampu dioptimalkan, digali, dikelola dan 
dimaksimalkan, maka Bima hanya menjadi daerah secara terus-menerus 
mengharapkan pertolongan dan bantuan dari pemerintahan pusat, atau daerah 
lain yang lebih kaya demokratisasi pada level daerah ciri utama dari 
pemerintahan orde baru adalah dominasi atau hegemoni negara atas 
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masyarakat dan kekuatan sosial politik yang eksis, sejak dahulu para pengkaji 
Indonesia telah paham bahwa kehidupan politik di indonesia sangat di 
dominasi oleh negara.  
Misalnya kita bisa melihat Andrew MacIntryre yang memperlihatkan 
unsur-unsur tertentu masyarakat bisnis di Indonesia memiliki pengaruh yang 
lebih besar terhadap penetapan kebijakan pemerintah, dan juga  dianggap 
penting adanya struktur kapitalis “pribumi” dibawah rezim orde baru, dan tidak 
tersentuh sama sekali hubungan antara masyarakat dan negara dalam makna 
yang lebih luas,diluar sebagian unsur komunitas pengusaha, masyarakat 
Indonesia tampaknya masih benar-benar dikontrol oleh negara.
40
 Sumber 
kekuasaan politik dan kepemimpinan politik ada dalam perangkat negara 
sendiri, dan kekuasaan politik dan wewenang birokratis dirangkap oleh para 
pejabat Negara. 
Oleh karena itu dalam memahami wacana demokrasi untuk konteks 
daerah perlu memahami pula budaya politik terutama budaya politik Islam, 
karena mayoritas daerah di Indonesia ini memiliki ciri khas sebagai daerah 
yang telah lama diperintah oleh kerajaan Islam, Bima misalnya merupakan 
daerah yang mayoritas Islam dan merupakan daerah bekas kerajaan yang ciri 
khas pemerintah khilafah Islamiyah, model pemerintah semacam kerajaan 
dahulu masih berlaku sampai sekarang di Timur Tengah. Maka dengan 
demikian dalam demokrasi maupun Islam  tidak seorangpun yang lebih tinggi 
daripada yang lain, untuk mencapai itu sebuah pemerintahan yang 
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bertanggungjawab harus dikembangkan, kita harus menolak setiap bentuk 
kediktatoran, tetapi juga karena Islam menekankan prinsip-prinsip 
permusyawaratan, maka cara kita mengukuhkan demokrasi adalah dengan 
permusyawaratan dan bukan dengan konfrontasi. 
Gus-Dur  juga mengatakan bahwa  suatu cara hidup yang pada dasarnya 
beroposisi terhadap prinsip-prinsip pemerintahan militer, misalnya etika sosial 
yang mengabaikan struktur sosial yang didirikan oleh otoritas semacam itu, 
sebuah pandangan dunia yang sepenuhnya bertentang dengan ideologi formal 
negara, dan kesetiaan pada elit spiritual penentang yang biasanya terdiri dari 
pemuka agama dan budaya. 
Arief Budiman merupakan salah seorang tokoh  yang dengan gigih 
mengemukakan gagasan tentang demokrasi sosial di Indonesia, meskipun dia 
sendiri merupakan salah seorang yang mendirikan forum demokrasi bersama 
dengan Gus-Dur tahun 1980-an dan juga mendukung sepenuhnya orde baru 
pada awalnya tetapi kemudian  Budiman-lah yang juga dengan gigih 
menentang orde baru terutama kediktatoran pemerintahan Militer di bawah 
Soeharto, gerakan pro-demokrasi ala Budiman tersebut dewasa ini 
mendapatkan tempat yang terbaik untuk secara leluasa mengembang wacana 
kritiknya terhadap penyelewengan pelaksanaan pemerintah atau kediktatoran 
parelemn pada level lokal (daerah Bima). Filosofis Bima “tohopara ndai sura 
dou labo dana”. Tidak perlu kita sebagai Pemerintah utamakan rakat dan 
Daerah. 
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Dalam sejarah politik Bima dari periode kepemimpinan kepala daerah 
menurut pengamatan penulis, bahwa masyarakat Bima merupakan orang yang 
teguh/tekad untuk memilih apa yang menjadi keyakinannya. Dan terbukti di 
pemilhan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di tahun 
2015. Rakyat Bima pada umumnya ketika mengeluarkan perkataan tidak bisa 
diubah lagi dan akhirnya memilih calon Bupati salah satu dari ke empat paslon 
yakni seorang perempuan Hj. Indah Damayanti Putri dan Dahlan M.Noer untuk 
memimpin daerahnya.  
c). Tujuan Harian bima Ekspress 
 Tujuan diterbitkan harian Bima ekspress adalah untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat pembaca, baik diwilayah kabupaten dan kota sekaligus 
di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam hal memenuhi hasrat dan 
syahwatnya didunia politik. 
c). Visi dan Misi
41
 
(1). Visi, untuk mecerdaskan lapisan masyarakat dan   
 memakmurkan umaat. 
(2). Misi,     
(i). Menjadikan pemberitaan dan tempat informasi yang handal 
(ii). Sebagai solusi masyarakat luas 
(iii). Sebagai sumber refensi yang menarik 
2.  Struktur personalia perusahaan Harian Bima ekspress (Bimeks)
42
 
a). Direktur Utama 
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(1). Menetapkan kebijakan mutu/sasaran mutu, visi dan misi perusahaan 
(2). Menetapkan struktur organisasi,penanggung jawab dan  bertanggung    
jawab sistem mutu (wakil direktur) 
(3). Menyediakan sumber daya internal audit 
(4). Menetapkan sistem komunikasi internal 
b). Keuangan 
(1). Bertanggung jawab dalam mengelola keuangan    
 perusahaan 
(2). Mengelola dan menganalisa keuangan perusahaan 
(3). Mengawasi anggaran yang telah ditetapkan 
(4). Membuat laporan posisi keuangan perusahaan 
(5). Bertanggung jawab kepada wakil drektur 
      c). Manajer Pemasaran 
(1). Melaksanakan fungsi pemasaran dan penjualan dalam   
 perusahaan 
(2). Membuat perencanaan dan strategis pemasaran 
(3). Mengelola keluhan para pelanggang yang kemudia disampaikan       
kepada wakil manajemen 
d). Fumigator (tenaga kompoten) 
(1). Bertanggung jawab terhadap keberhasilan pekerjaan fumigasi  
(2). Bertanggung jawab dalam kevalidasian dokumentasi fumigasi 
(3).Bertanggunng jawab kepada wakil manajemen  
(4).Melakukan perekaman seluruh kegiatan fumigasi  
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(5).Memastikan semua sarana yang diperlukan untuk fumigasi selalu 
tersedia dan terkalibrasi 
e). Bagian Administrasi 
1) Sebagaipengawas mutu dibidang administrasi 
2) Menerimadan mencatat orde pekerjaan 
3) Memastikan bahwa semua dokumen dan rekaman hasil kegiatan
 perusahaan disimpan sesuai dengan kebijakan perusahaan 
4) Memastikan bahwa semua kebutuhan administrasi tersedia 
5) Bertanggung jawab kepada wakil manajemen. 
f). Wakil Direktur 
 Bertugas membantu direktur utama menjalankan tugasnya 
g). Bagian Produksi 
(1). Bertugas mencetak Koran 
 (2). Menyiapkan Koran untuk di pasarkan 
h). Bagian Lay Out 
Berugas membuat desain dan menentukan halaman Koran 
i). Pimpinan Redaksi 
Bertugas mengawasi dan menentukan berita yang akan di muat dan 
 di cetak. 
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3. Struktur Perusahaan Harian Bimeks
43
 
Direktur     :  Ir. Khairuddin M. Ali 
Wakil direktur   :  Nasir Ali, BA 
Bagian keuangan  :  Ramlan Khairuddin 
Manajer Pemasaran  :  Sofyan Asy‟ari 
Fumigator (tenaga  kompoten): Fahrudin 
Bagian administrasi                 :  Herlina 
      Staf Pemasaran  :  Sumriadin   
Bagian Lay Out  :  Kasmir Hasim 
Pimpnan Redaksi  :  Muhammad Fikrillah 
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Bagan Struktur Organisasi Bimeks
44
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MANAJER 
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MANAJER 
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BAGIAN 
ADMINISTRASI 
BAGIAN 
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REPORTER 
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4.Data Media
45
 
 Penerbit           : PT media Anzam Lestari 
Bahasa              : Indonesia (EYD) 
Halaman           : 16 eksampler  
Rubrikasi  : Utama, Politika, Hukum Kriminal, Ekonomi Bisnis,    
 Sorotdan  Olahraga. 
Proporsi Berita : Pendidikan dan kesehatan 20% 
  : Hukum dan Kriminal 20% 
  : Politik 20% 
       : Ekobis 20% 
   : Olahraga 20% 
Area Edar     : Mencakup wilayah kabupaten kota Bima, Dompu.  
Alamat   :  Jl Gajah Mada No 47 BTN Penatoi Kota Bima 
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B. Peran Media Dalam Mengawal Pilkada 
1.  Media dan peranmengawal pilkada 
 Kehadiran media sangat menentukan wajah demokrasi, media menjadi 
cerminan pemahaman dan pengalaman berdemokrasi. Peristiwa kekerasasan dan 
kedewassan berpolitik elite dan masyarakat itu menjadi suatu hal yang akan 
diberitakan media cetak maupun elektronik.  
Media memiliki peran dan fungsi untuk melakukan edukasi terhadap 
penguatan demokrasi serta membangun politik  di sebuah momentum utuk 
membangun politik yang harmonis bagi kepentingan masyarakat pada umumnya, 
  Media massa dapat dikatakan sebagai sarana yang menjadi tempat 
penyampaian hasil kerja aktifitas jurnalistik. Media massa merupakan istilah yang 
digunakan oleh publik dalam mereferensitempat dipublikasikannya suatu berita. 
Hasil kerja para wartawan dipublikasikan melalui media massa. Menurut redaktur 
harian Bima ekspress Khairudin, berita politik dimuat harian Bima ekspress 
merupakan hasil kinerja wartawan dilapangan untuk menyampaikan kepada 
publik melalaui media. Sebab ketika berita disebarluaskan tanpa mendapat 
dukungan atau dipublikasikan melalui media itu tidak akan bermakna. Jadi, media 
massa merupakan tempat untuk mempublikasikan berita.
46
 
  Penyampaian informasi dalam bentuk berita membutuhkan saluran 
komunikasi yang disebut media. Istilah media massa karena mengacu pada 
pemanfaatan sebagai bacaan masyarakat atau publik. Seperti juga disamapikan 
oleh pemikir politik Thomas Mayer bahwa media dan politik memiliki ruang 
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publik bagi terjadinya interaksi politik dan melakukan pembentukan sistem 
komunikasi politik dikalangan publik untuk membentuk karakter dan agenda 
politik berlangsung secara tebuka. 
  Pemilhan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten Bima 
merupakan salah satu tongak demokrasi  untuk dijalankan oleh penyelenggara 
pilkada itu sendiri dalam hal ini KPUD, Bawaslu, dan Panwas. tetapi ada yang 
menarik dipilkada kali ini di kabupaten Bima dan menjadi sejarah untuk pesta 
demokrasi kedepannya yakni tidak adanya konflik selama ini yang sering terjadi 
dan menimpa banyak masyarakat,terhapusnya zona merah.
47
Sehingga melahirkan 
banyaknya pertanyaan masyarakat setempat yang memberikan hak pilih untuk 
menentukan sikap politiknya yang dewasa. Mungkin ini bentuk dari kerja keras 
penyelenggara pilkada dengan banyaknya bentuk kegiatan serta dibantu oleh 
lembaga Rumah Cita dan Gerakan Masyarakat pemilih cerdas (Gema Pis). 
 Pasca pemilihan kepala daerah secara langsung kita berharap tentu kita 
sebagai rakyat pada umumnya menginginkan kedamain dengan terhapus konflik 
politik kepentingan di dalam struktuk kepemerintah terpilih sekarang.Pemilihan 
kepala daerah secara langsung lebih memiliki legitimasi yan kuat dari seluruh 
lapisan masyarakat baik didaerah kabupaten Bima dan sebagainya. Diharapkan 
juga pasangan calon (paslon) terpilih merupakan representasi dari mayarakat 
memilih yang akan mewakili mereka dala menjalankan roda pemerintah serta 
akan mengutamakan kepentingan masyarakat daiatas kepentingan pribadi, 
keluarga dan kelompoknya. 
                                                             
47
Muhammad Fikrillah. Pimpinan  Redaksi, Wawancara, Bima,  22 November 2015. 
64 
 
 Sementara sudah ada ayat menjelaskan bahwa jumlah manusia akan terus 
berkembang hingga menjadi banyak suku dan bangsa yang berbeda-beda. Ini 
merupakan sunatullah.Manusia tidak bisa memilih agar dilahirkan di suku atau 
bangsa tertentu. Karenanya, manusia tidak pantas membanggakan dirinya atau 
melecehkan orang lain karena faktor suku atau bangsa. Ayat ini menegaskan, 
dijadikannya manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah untuk saling 
mengenal satu sama lain (lita‟ârafû).  
 Para pendukung pemilih kepala daerah secara langsung mempunyai 
banyak argumentasi bahwa kepala daerah terpilih lebih memiliki banyak kekuatan 
figur politik. Sebab, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pemilihan 
dengan sistem one man one vote, semua orang memiliki hak pilih dan kesempata 
yang sama untuk menentukan siapa yang akan memimpin daerah diperiode 
kedepan.  
2. Peran media harian Bima ekspress 
a). Herman Pulalo (reporter politik) 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan politik bahwa 
harian Bima ekspress memberikan kepercayaan kepada reporter untuk 
menjaga dan mengawal jalanya pilkada dikabupaten Bima mulai dari 
pendaftaran pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah 
kabupaten Bima. Dengan menulis berita pertama terkait keputusan KPUD 
kabupaten Bima  ke empat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 
tersebut memenuhi syarat yang berlaku.   
“sesungguhnya dari pihak media harian Bima ekspress telah 
memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap kami sebagai 
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reporter mengenai persoalan Pilkada Kabupaten Bima dengan 
menegaskan untuk mengawal dengan tuntas proses jalanya 
demokrasi”48. Adapun hal-hal yang dilakukan disaat melakukan 
tugas dilapangan: 
(1).Melakukan pemantau langsung kegiatan blusukan dan 
sebagainya,dilakasanakan para pasangan calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah di lapangan. Pemantau dilakukan wartawanterhadap 
perkembangan politik yang sedang belangsung dilaksanakan oleh pihak 
pasangan calon dengan masyarakat mulai dari tahap proses pembentukan 
tim desa, tim kecamatan sampai tim kabupaten dan kontrak politik dengan 
tim yang telah dibentuk. 
(2). Mengikuti serta mengawal jalannya kampanye di masyarakat serta isu 
–isu politik sedang berkembang. Dengan peran yang dijalankan oleh 
reporter demi mengawal jalanya demokrasi maka berita  yang disampaikan 
oleh pihak media kepada khalayak pembaca. Maka dianggap wajar saja 
sesuai realitas terjadi dilapangan.
49
Di Pilkada Kabupaten Bima kali ini 
media harian Bima ekspress mencoba memposisikan para kontestan secara 
“berimbang” kedalam rubrikasi pemberitaannya dalam hal pengawalan di 
lokasi tertentu. Baik pasangan calon (paslon) kandidat kepala daerah dan 
wakil kepala daerah, Abdul Khair dengan Abdul Hamid, Ady Mahyudi 
dengan Zubair, H. Syafrudin dengan H. Qurais, Indah Damayanti Putri 
dengan Dahlan M. Noer, masing-masing diberikan rubrik tersendiri 
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dengan halaman yang berbeda sesuai dengan simbol politik para tim 
pemenangan kandidat. 
b). Muhammad Fikrillah (Pimpinan Redaksi). 
Hasil pemantaaun pimpinan redaksi tentang jalannya demokrasi dengan 
melakukan strategis dengan tekhnik menempatkan para reporternya di 
pasangan calon, harian Bima ekspress memiliki peran tertentu yang harus 
dijalankan : 
“Media berperan memberikan edukasi yang baik terhadap 
masyarakat setempat dengan cara menyebarkan informasi melalui 
berita politik terkait pilkada sedang berlngsung. Sebab jurnalis 
harus tampil ke depan menyodorkan solusi konkret. Contoh yang 
paling gamblang adalah politik uang (money politic), kampanye 
hitam (black campaign) serta politik lainnya.Hal ini penting agar 
pemenang pilkada nantinya benar-benar bekerja untuk masyarakat, 
bukan untuk memuaskan kelompoknya.Dengan menyebarkan 
informasi yang akurat dan mencerdaskan, media turutberpartisipasi 
menghasilkan pemimpin yang berkualitas”.50 
Media harus memberikan solusi, terhadap sumber konflik 
mengenai pilkada cukup banyak, mulai dari konflik sara, isu terkait 
kecurangan pemilu, faktor penyelenggara, netralitas aparatur birokrasi 
lokal dan lemahnya penegakan hukum seingga hasil akhir dalam pilkada 
sengketa para kandidat. Dari sini media bisa menjadi jembatan bagi 
kelompok yang bersengaketa untuk menyelesaikan konflik. Lewat tulisan 
dan reportase yang mencerahkan, media harus berdiri digarda terdepan 
dalam menyodorkan solusi atas segala persoalan. Maka dari itu Jurnalis 
dituntut untuk memahami: 
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“Kesadaran Etika dan Kode Etik jurnalis yang baik adalah jurnalis 
yang paham etika, kerja – kerja jurnalis, dan beberapa hal yang 
mengikat. Khalayak akan beranggapan bahwa pekerjaan sebagai 
jurnalis adalah profesi yang hebat karena menjadi jurnalis berarti 
memilki perlindungan. Namun, jurnalis bukanlah manusia super 
yang bisa melakukan apa saja karena jurnalis terikat dengan kode 
etik jurnalistik. Satu atau dua orang jurnalis yang tidak beretika 
akan mempengaruhi jurnalis lainnya. Sebagai Pimpinan redaksi, 
belum ada satupun reporter/jurnalis harian Bima ekspress yang 
melanggar kode etik dalam melakukan kerja – kerja jurnalistiknya. 
Buat saya, jurnalis harian Bima Ekspress yang melanggar kode etik 
berarti akan mencoreng nama baik harian Bima ekspressitu 
sendiri.Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa 
sebagai pimpinan redaksi, Muhammad Fikrillah sadar akan 
pentingnya etika dan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pegangan 
bagi jurnalis, khususnya di Harian Bima Ekspress”. 
 
Jurnalis harus memiliki pengetahuan bukan hanya dibidang 
kewartawanan, namun harus mengetahui masalah politik, hukum, sosial, 
dan ekonomi.Dalam hal ini seorang wartawan dituntut untuk 
cerdas.Menjadi seorang jurnalis tidaklah harus berasal dari basic 
jurnalistik, banyak yang bisa menjadi jurnalis dengan banyaknya 
pengalaman yang telah dilalui. 
Berdasarkan wawancara tersebut, membuktikan bahwa jurnalis 
harian Bima ekspress, telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan 
yang di perintahkan oleh pimpinanan redaksi tentang kode etik jurnalistik 
untuk menjalankan tugasnya dilapangan terkait dinamika politik mengenai 
pilkada sedang berlangsung. 
C. Independensi Media Menyajikan Berita Pilkada 2015 
1. Independensi media harian Bima ekspress menyajikan berita  
Tekhnik penyajian berita yang dilakukan oleh media harian Bima ekspress 
untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Pihak internal media 
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harian Bima Eksprees itu sudah melakukan strategi pada awal mulai daftar 
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan menempatkan 
reporter politik disemua pihak pasangan calon kepala daerah tentu hal tersebut 
melakukan komunikasi dengan humas partai politik kesemua pasangan calon. 
Maka media harian Bima ekspress perlu menekan informan untuk 
mendapatkan informasi yang akurat diberitakan seperti teori disampaikan oleh 
Kovack yang merekomendasikan seorang jurnalis sebagai model watchdong 
atau anjing penjaga. Sehingga tugas media dalam pilkada pada dasarnya yakni 
menyajikan informasi yang tidak memihak kepada pasangan calon dan 
bertindak sebagai penjaga atau pengawas. 
a). Muhammad Fikrillah  
Media harian Bima ekspress tetap memiliki sikap independen yang 
artinya tidak memposisikan diri untuk terikat dengan pihak manapun. 
Artinya keberadaan kita adalah mandiritidak mengusung kepentingan 
pihak tertentu atau organisasi tertentu dan menekankan kepada reporter 
sudah ditempatkan untuk menjaga kode etik Jurnalistik serta tidak 
memihak kepada salah satu pasangan calon agar memperlihatkan 
netralitasnya kepada khalayak.
51
Apalagi dalam hal seperti Pilkada 
sekarang tentu harus benar – benar melakukan penyajian berita sesuai 
dengan apa yang ada dilapangan serta menyebarkan informasi kepada 
pihak publik. 
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 Pilkada bagi wartawan politik tidak mengherankan jika tidak mau 
ketinggalan untuk terlibat dalam peristiwa yang dulu akrab dengan sebutan 
“Pesta Demokrasi”, namun Pilkada serentak kali ini diatur dalam UU NO 
8 Tahun 2015.
52
 Sehingga menarik diberitakan oleh media massa pada 
umumnya terkhusus oleh Harian Bima ekspress itu sendiri. Sementara 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah memang kerap 
dipandang sebagai momen untuk menentukan nasib daerah kedepannya. 
“Harian Bima ekspress sebagai salah satu surat kabar politik di 
daerah kabupaten Bima dengan slogan the politicalnews referense. 
Mencoba menggambarkan suasana politik di daerah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat, terutama suasan pilkada di kabupaten Bima di 
tahun 2015. Karakter media ini berbeda dibandingkan dengan 
media lokal lainnya, karena lebih segmentasinya ke dinamika 
politik. Dalam kaitanya dengan melakukan penyajian berita pilkada 
kabupaten Bima media harian Bima Ekspress mencoba 
memposisikan dirinya untuk memberitakan secara “berimbang” 
kedalam rubrikasi pemberitaannya bagi ke 4 (empat) pasangan 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah”53. 
 
Pada umumnya pemberitaan media harian Bima Ekspress sama 
dengan media lokal lainnya. Sesuai hasil survei lapangan oleh peneliti 
bahwa memang media harian Bima Ekspress diakui ketegasaanya dalam 
menjalankan tugas dengan independent. Dapat dipahami bahwa kinerja 
wartawan pada dasarnya terkoordinasi secara kolektif, proses produksi dan 
penyajian berita harian Bima ekspress diawal dengan pelaksanaan rapat 
redaksi penempatan wilayah liputan masing-masing wartawan politik, 
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peliputan peristiwa dilapangan, pelaporan, editing keredaksian, hingga 
publikasikan kepada khalayak pembaca.  
Dalam pilkada tersebut bisa benar – benar  memilih seorang 
pemimpin sesuai dengan hati nurani dan secara demokrasi seperti yang 
dianjurkan oleh ayat al,Qur‟an bahwa segala sesuatu dijalankan sorang 
pemimpin yang dipilih secara demokrasi bisa ditaati oleh rakyatnya dan 
menyangkut kepentingan masyarakat sendiri. 
Temuan data lapangan yang menarik untuk diungkapakan adalah 
eksistensi tim media masing – masing kontestan Pilkada yang 
berkoordinasi dengan seluruh wartawan media. Sebagaimana dijelaskan 
Muhammad Fikrillah selaku pimpinan redaksi : 
“empat bakal calon yang akan bertarung menurut kita mereka 
adalah sumber informasi untuk masyarakat. Jadi sejauh ini kami 
dari pihak media harian Bima ekspress sudah menyiapkan 
wartawan khusus diseluruh keempat pasangan calon (paslon) untuk 
menyajikan berita menurut mereka yang klayak dijadika sebuah 
berita dan dikelola oleh pihak media/redaktur.
54
 Jadi wartawan 
yang ditempat oleh media itu pasti mendapatkan informasi untuk 
dijadikan sebuah berita disampaikan kepada publik. Tetapi Harian 
Bimeks pernah mengeluh karena kurangnya komunikasi Humas 
paslon dan pihak media”. 
 
SesungguhnyaMedia harian Bima ekspress menginstruksikan 
kepada wartawan politik agar lebih memfokuskan aspirasi masyarakat 
setempat yang dikunjungi oleh pasangan calon kepala daerah dan poin 
tertententu atau disebut “janji politik” yang dilontarkan oleh para pasangan 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga media nantinya 
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akan menekan kembali kepada masyarakat agar menagih apa yang menjadi 
aspirasinya.Muhammad Fikrillah dengan tegas mengatakan bahwa: 
“Independensi media harus menjadi sikap yang istimewa yang 
dimiliki para jurnalis dalam melakukan praktiknya dan 
menjalankan tugas sebagai seorang jurnalis mencari dan mengelola 
berita tanpa campur tangan lembaga manapun. Demi menjaga 
independensi media, dewan pers menerbitkan pernyataan Nomor 
31/PDP/V/2005 tentang pers dan pilkada, perlu disadari oleh 
semua pihak atas dikeluarkan pernyataan itu karena akan 
diselenggarakan pilkada diseluruh daerah termasuk pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bima tahun 
2015”55.  
 
Atas pernyataan tersebut Pers harus menjaga independensi dan 
sikap kritis, tidak terjebak menjadi alat kampanye di salah satu pasangan 
calon kepala daerah. Pers patut memilah informasi dan materi kampanye 
dengan orientasi membangun proses Pilkada yang aman dan tertib dengan 
mengedepankan prinsip jurnalisme damai. Melalui berita yang mereka 
sajikan ke dalam  media dan ada beberapa berita politik yang di muat oleh 
media harian Bima ekspress diantara: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
55
Muhammada Fikrillah, Pimpinan Redaksi,  Aturan Dewan Pers UU Tentang  Pilkada 
2005. Wawancara , 24 November 2015. 
72 
 
 
 
Tabel III 
Berita pilkada kabupaten Bima 2015. 
 
Kategori Judul Headline Waktu 
 1. IDP Membangun Bima Ramah, Sejahtera 
2. Ady Zubair Siap Membangun Perusahaan 
Untuk Tani Bawang Merah 
3. Jika Tokoh Adat Sambut Ady Zubair, Warga 
Pun Ikut.. 
4. Syukur Lanjutkan Pembangunan Bima 
5. Khayir Demi Rakyat Saya Mundur Dari PNS 
 
 
 
 1. Warga Wera-Sanggar Minta Dinda Tuntaskan 
Program Ferry 
2. Dinda Yakin Didukung Masyarakat Wawo 
3. Ady Zubair Blusukan Di Dapil 1 
4. Pembakaran Posko Syukur, Kejahatan Politik 
5. Tim Ady Zubair Optimis Menang Di Woha 
6. Syukur Bantu Pembangunan Masjid 
Waworada 
7. Independen Siap Mensejahterakan Rakyat 
8. Isu Warga Bolo-Sape Tidak Pilih Syukur 
Sesat 
9. Pasangan IDP Bangun Politik Pencitraa Belo 
 
 
 
 1. Syukur Jaga Komitmen Dan Jangan Tergoda 
Sesuatu 
2. Pendidikan Dan Kesehatan Gratis Ady Zubair 
3. Sura Lantang Khayir Hamid Sejahterakan 
Kaum, Tani Dan Nelayan 
4. Dinda Dahlan Janjikan Benahi Jalan Di Kowo 
 
 
 
Media yang bebas dapat menjadi pengontrol kebijakan pemerintah 
dan partai-partai politik, memberikan berita-berita politik yang 
berimbang,danmenjadi pedoman masyarakat dalam mendapatkan 
informasi secara jujur dan apa adanya mengenai para politisi yang 
mencalonkan diri sebagai pemimpin. Pendek kata, independensi media 
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massa dapat menjadi sarana yang tepat dalam meningkatkan kesadaran 
politik masyarakat.  
 Media mesti menyajikan informasi yang penting dan bermanfaat 
bagimasyarakat.Misalnya, jurnalis mengajak masyarakat untuk mengkritisi 
kampanye dan program kerja para kandidat. 
           b). Sofyan As‟ary 
 Berdasrkan hasil wawancara dengan bagian pemasaran dan iklan 
bahwa berita atau gambar yang dimuat surat kabar harian Bima ekspress 
itu sesuai dengan dinamika yang terjadi dilapangan yang diambil oleh para 
reporter politik maupun fotografer untuk dijadikan sebuah iklan yang 
dipasang sesuai atas instruksi pimpinan redaksi dan redaktur yang 
mengaturnya.  
“Kalau kami hanya menjalankan tugas sesuai dengan apa yang 
diperintahkan dan mengikuti aturan UU dan kode etik jurnalistik 
yang berlaku”56 
 
Sikap profesional sebagai pemasaran dan iklan selama bekerja di 
media harian Bima ekspress ialah dengan disiplin, menaati perintah dari 
kepala redaktur dan pimpinan redaksi dalam melakukan kerja – kerja 
jurnalistik.Mengenai pemahaman tentang kode etik jurnalistik dibuktikan 
dengan tidak adanya keterlibatan seorang jurnalis mengenai pelanggaran 
kode etik jurnalistik.Jurnalis yang profesional ialah jurnalis yang paham 
kode etik jurnalistik dan memberitakan sesuai dengan fakta yang terjadi 
dilapangan. 
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Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa, Sofyan As‟ary 
paham dengan kode etik jurnalistik dengan tidak ada keterlibatan yang 
berkaitan dengan pelanggaran kode etik. 
c). Ir. Khairudi. M. Ali  
Sesuai pernyataanpimpinanredaktur melalui wawancara bahwa 
media harian Bima ekspress wajib menjaga independensi dan tidak 
berpihak kepada kandidat tertentu. Ini adalah syarat mutlak bagi jurnalis 
dalam mengawal proses pilkada yang aman, transparan dan berkualitas. 
Reporter/Pimred jangan sekali-kali menjadi partisan atau terjebak dalam 
mendukung calon tertentu.Demi kepentingan sesaatmisalnya mendapatkan 
proyek atau sekedar amplop, media rela menanggalkan baju 
independensinya.
57
 
Jika sudah terjerumus dalam upaya dukung-mendukung calon 
tertentu, maka produk media yang dihasilkan tidak akan bermakna sama 
sekali. Di satu sisi, tulisan akan tajam jika menyerang lawan, sebaliknya 
menjadi tumpul jika berurusan dengan pihak yang didukung. Jika sudah 
demikian, integritas media akan runtuh dan kredibilitasnya dipertanyakan, 
Apabila independensi diabaikan, maka cita-cita media sebagai pilar 
keempat demokrasi hanya sebatas mimpi. 
“Diakui oleh Ir Khairuddin M. Ali, bahwa dalam suatu organisasi 
akan terdapat sedikit celah atau banyak celah dengan kelebihan – 
kelebihan yang dimiliki, namun dengan tegas direktur harian Bima 
ekspress mengatakan bahwa jurnalis yang berada dinaungan media 
harian Bima Ekspress  sudah berkompeten untuk melakukan kerja 
– kerja jurnalis yang professional karena mereka sudah dibekali 
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dengan aturan – aturan umum yang berlaku dikalangan jurnalis, 
seperti UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan melakukan pemantauan 
serta evaluasi, membatasi dengan sanksi – sanksi sampai kepada 
pemutusan kontrak. Ir. Khairuddin M. Ali  menambahkan bahwa 
jurnalis yang berada di media harian Bima ekspress hanya 80 % 
yang sudah berkompeten dalam melaksanakan kerja – kerja 
jurnalis berdasarkan uji kompetensi yang dilaksanakan dimasing – 
masing bidangnya. Sedangkan 20 % lainnya belum mengikuti uji 
kompetensi”58. 
Atas pernyataan bahwa media harian Bima ekspress sudah benar 
menjalakan tugas dan menjaga independensi sesuai dengan aturan kode 
etik dan aturan UU Pers yang belaku. Menurut hemat penulis sesuai hasil 
survei lapangan harian Bima ekspress patut diberikan penghargaan oleh 
pihak instansi ataupun masyarakat setempat.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran media tentang 
mengawal Pilkada pada pemberitaan harian Bima ekspress maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Peran media harian Bima ekspress dapat dilihat suatu. Peran untuk 
mengawal  proses demokrasi yang betul-betul menjalankan sebuah 
amanat UU No 40 tahun 1999. Karena lebih memposisikan dirinya 
sebagai penengah disetiap persoalan politik yang ada dalam Pilkada 
melalaui pemberitaan yang dibuatnya dan dimuat disurat kabar. 
Karena terdapat beberapa judul berita yang mengkritisi jalannya 
kampanye yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. 
2. Independensi media harian Bima ekspress dalam menyajikan berita 
dengan demikian adanya, sebab independensi yang dibangun oleh 
media benar mampu membawa sikap yang mampu menyajikan sebuah 
berita sesuai dengan realitas yang ada. Media betul-betul mengabdi 
kepada publik dengan memperlihatkan eksistensinya melalui 
pemberitaan yang dimuat di koran. 
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B. Implikasi Penelitian 
Adapun saran – saran penulis yang sifatnya membangun berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya antara lain: 
1. Saran untuk harian Bima ekspress 
a). Pemimpin yang baik akan melahirkan pekerja dibidang jurnalistik 
yang paham akan tanggung jawab dan peranannya masing – masing. 
b). Jurnalis harus paham dengan kode etik jurnalistik, undang – undang 
kebebasan Pers.Jurnalis harus jenius, oleh karena itu 
peningkatanterhadapmutu jurnalis harus selalu ditingkatkan.Jurnalis 
harus memiliki keterampilan dalam berbagai hal saat melakukan 
peliputan,baik analisis pada arah pemberitaan dan sebagainya. 
2. Saran untuk peneliti selanjutnya 
a).Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar mampu 
 membandingkan peran media lain, khususnya pada media  yang 
mengutamakan program berita atau news. 
b).  Mampu meneliti structural pola kerja secara terperinci yang  
 dilakukan oleh harian Bima Ekspress. 
c). Mampu meneliti independensi media berdasarkan survey  pada 
khalayak. 
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